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BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR % 6 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN

() Menimbang

Mengingat

ANAK DI KABUPATEN MUNA

BUPATI MUNA,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraanpelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraanpemerintahan yang baik
dan guna mewujudkankepastian hak dan kewajiban berbagai pihak
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta untuk
memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis
Gender dan Anak di Kabupaten Muna, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Muna tentang Standar PelayananTerpadu Korban Kekerasan
Berbasis Gender Dan Anak di Kabupaten Muna;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Convention OnThe Elimination of All Forms of
Discrimination AgainstWomen) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5946);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan KorbanLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4604);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4818);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 56);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014,
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7Tahun 2019
tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis
Gender Dan Anak Di Kabupaten Muna (Lembaran Daerah
Kabupaten Muna 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG STANDAR PELAYANAN
TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI
KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1, Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

d

Bupati adalah Bupati Muna.
Standar Pelayanan TerpaduKorban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Di

Kabupaten Muna yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolak
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
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acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau dan terukur.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab
laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh
keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak.

Korban kekerasan berbasis gender adalah orang yang berdasarkan jenis
kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan
kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan
dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kekerasan
baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang
diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.

Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah
rangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan
berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama oleh instansi
atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya
pencegahan, pelayanan medis, psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan,
pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi kekerasan berbasis
gender dan anak.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik
dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik.

Penyelenggara pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban
kekerasan adalah Tim Layanan Terpadu.

Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah
pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi

penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau rangkaian tindakan
pelayanan publik.

BAB II
STANDAR PELAYANAN

Pasal 2

Standar Pelayanan meliputi jenis pelayanan:

SRRSO A0 Te

Pelayanan pengaduan;

Pelayanan medis;

Pelayanan rehabilitasi sosial,;

Pelayanan psikologis;

Pelayanan pendampingan;

Pelayanan bantuan dan penegakan hukum;

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
Pelayanan rujukan.



Pasal 3
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
1) Standar Pelayanan mempunyai ruang lingkup pelayanan barang, jasa dan
administratif.
2) Standar Pelayanan dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
 dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tgnggal ‘} g - 2020

MAN EMBA
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2020 NOMOR...~..
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 26  TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU KORBAN

KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN MUNA

STANDAR PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
KABUPATEN MUNA ANAK DI

A. BIDANG PELAYANAN PENGADUAN

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN MUNA

No | Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

_ Anak menjadi Undang-Undang ;

L 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;

4, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu

L Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan DaerahKabupaten Muna Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan di Kabupaten Muna.

2 | Persyaratan 1. Korban yang  mengalami  kekerasan  (Fisik,

Pelayanan Psikis,Seksual,Penelantaran dan Perdagangan Orang.

2. Korban harus memperlihatkanKTP/SIM/KK dan
Surat Nikah sebagai identitas diri.

3. Korban Kekerasan (perempuan ).
a. Pengaduan 1. Korban datang sendiri/ didampingi Kkeluarga,
Langsung masyarakat, lembaga atau saksi
2. Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/
kejadian datang ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.
b. Pengaduan 1. Korban menelpon sendiri ke Sekretariat Pelayanan
melalui Terpadu.
Telepon 2. Keluarga korban menelpon ke sekretariat pelayanan

terpadu




terpadu . o
Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/
kejadian menelpon ke Sekretariat Pelayanan Terpadu.

c. Pengaduan
melaluisurat

Korban membuat surat sendiri ke Sekretariat
Pelayanan Terpadu.

Keluarga korban membuat surat ke sekretariat
pelayan terpadu

Masyarakat yang melihat/ mengetahui peristiwa/
kejadian membuat surat pengaduan ke Sekretariat
Pelayanan Terpadu.

d. Pengaduan
dari Rujukan

Rujukan dari SKPD atau lembaga pengada layanan/
jaringan PPT.

e. Penjangkauan
korban/
outreach.

Petugas datang ke tempat korban, sesuai dengan informasi
yang didapatkan.

—

Sistem, Mekanisme, dan prosedur

a. Pengaduan

langsung

k-

10.

11.
12.

Korban  datang  sendiri/didampingi  keluarga,
masyarakat,lembaga, saksi dan diterima oleh petugas
pengaduan untuk melakukan identifikasi cepat
tentang apakah pengadu adalah korban kekerasan,;
Petugas pengaduan Memperkenalkan diri kepada
korban dan/atau masyarakat yang melapor;
Memberikan informasi terkait prosedur layanan,
biaya, komplain/keluhan layanan, informasi hak
yang diterima korban, prosedur prinsip layanan, dan
kerahasiaan data;

Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah
atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga
berdasarkan keterangan keluarga/ pendamping;
Intervensi kritis/ penanganan darurat apabila korban
dalam kondisi gawat;

Petugas pengaduan Mengisi formulir penanganan
kasus dan lembar pernyataan (Formulir kasus, Surat
pernyataan kebenaran informasi);

Petugas pengaduan Melakukan klarifikasi kepada
korban terkait informasi kasus yang telah didapat;
Menuliskan kronologi kejadian /peristiwa;

Identifikasi kebutuhan korban lewat konseling. (Bagi
anak yg tidak mempunyai wali dan/atau pendamping
maka petugas bersama dengan tenaga profesional
memilki kewenangan untuk memutuskan layanan
yvang dibutuhkan untuk korban untuk kepentingan
terbaik anak;

Melakukan koordinasi dengan
layanan / anggota /jaringan PPT;
Membuat surat rujukan;
Mendokumentasi kasus.

lembaga pengada

b. Pengaduan
melalui

telepon

6.

Petugas pengaduan menerima telepon;

Petugas pengaduan Mengisi formulir penanganan
kasus dan lembar pernyataan (Formulir kasus, Surat
pernyataan kebenaran informasi);

Petugas pengaduan Melakukan Kklarifikasi kepada
korban terkait informasi kasus yang telah didapat
Petugas pengaduan melakukan identifikasi kasus dan
kebutuhan korban

Petugas pengaduan merencanakan pertemuan tatap
muka dengan korban untuk merumuskan rencana
tindak lanjut (bila diperlukan);

Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada |
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anak ]
3. Kemampuan menyampaikan informasi terkait
alternatif layanan yang dapat diakses
“+. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi korban |
kekerasan
5. Memahami prinsip-prinsip kerja berjaringan
6. Mempunyai kemampuan penanganan korban.
7 Memiliki komunikasi yang baik
8. Memiliki ketrampilan konseling dasar
9 | Pengawasan Kepala Dinas DP3A.
internal
10 | Mekanisme 1. Kotak surat.
komplain 2. Email
. 11 | Jumiah 1. 2 orang UPT P2TP2A
pelaksana 2 2 orang petugas pengadun Lambu ina
3. 5 orang petugas pengaduan di LBK
12 | Jaminan Pelayanan diberikan dengan : Jaminan
pelayanan 1. Empati
2 Memberdayakan
3. Kepentingan terbaik bagi korban
4, Tidak menyalahkan korban
13 | Jaminan 1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak
keamanan dan disebar keluar
keselamatan 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/
pelayanan representatif
3. Tidak memberitahukan keberadaan korban
4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.
14 | Evaluasi kinerja | Evaluasi penyelenggaraan pengaduan kasus kekerasan
Pelaksana terhadap perempuan dilakukan minimal dilaksanakan 2
kali setahun oleh :
1. Kepala Dinas DP3A
2. Kepala Desa yang memiliki LBK
3. Ketua/Direktur Lembaga Layanan
15 | Sanksi Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Pelaksana
16 | Tempat 1. Sekretariat P2TP2A
pelaksanaan 2. Sekretariat Lembaga Layanan

3. Sekretariat LBK
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B. BIDANG PELAYANAN MEDIS

KOORDINATOR :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No

Komponen

Uraian

1

Dasar Hukum

1.
2.

3.

l

Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT.
Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak
Pidana perdaganan orang.

UU NO. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi
dan korban.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang
peyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban
KDRT.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang
Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan berbasis
gender.

Peraturan mentri pendayagunaan aparat negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
di Kabupaten Muna

Persyaratan Pela

yanan

a. Pelayanan 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian,
Medis LSM, atau fasilitas kesehatan lainnya.
2. Korban datang langsung : Datang sendiri
Didampingi oleh masyarakat/ pendamping korban
Informed concent (persetujuan tindakan medis)
b. Pelayanan 1. Ada surat rujukan dari PPT kabupaten, Kepolisian,
medis LSM, atau fasilitas kesehatan lain.
Psikiatrik 2. Korban datang langsung : Datang sendiri didampingi
oleh masyarakat/ pendamping korban lain.
3. Informed concent (persetujuan tindakan)
c. Pelayanan 1. Surat permintaan visum dari penyidik
medico legal 2. Surat permintaan pemeriksaan DNA dari penyidik

Sistem, Mekanisme, dan prosedur

a. Pelayanan
Medis

L.

2.
3.

Pendamping mengantar korban ke RSUD dan
mendaftar di loket pendaftaran (Rekam Medik)

Korban masuk ke ruang pemeriksaan.

Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter
untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik
maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk
rekam medik (termasuk pemeriksaan dalam kasus
perkosaan).

Penentuan rawat inap atau rawat jalan ( jika pasien
rawat jalan diperbolehkan pulang dan harus
melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan
pasien dan jika pasien rawat inap setelah observasi 6 —
8 jam dilanjutkan ke rawat inap sesuai dengan
kelas_nya)

Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan
kondisi korban kepada dokter

Pemberian terapi jika diperlukan dan rehabilitasi
medis

Pelayanan selesai dan catatan medis
didokumentasikan tersendiri dari pasien yang lain

_Petugas medis berkoordinasi dengan lembaga layanan |
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lainnya.

b. Pelayanan

medis
Psikiatrik

10.

4

12,
13.

Pendamping mengantar Korban mendaftar ke loket
pendaftaran

Korban masuk ke ruang pemeriksaan

Wawancara dengan check list (dengan persetujuan
korban dan atau pengantar)

Dilakukan anamnese dan pemeriksaan oleh dokter
psikiatrik, dibantu dokter umum dan perawat jaga
Bila ditemukan indikasi rawat inap maka dokter
psikiatrik merekomendasikan tindakan rawat inap di
RSUD untuk tindakan observasi maupun tindakan
medis lainnya

Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan
kondisi korban kepada dokter

Bila kondisi mental korban sudah tenang, dilakukan
rehabilitasi psikososial oleh pendamping

Bila korban belum siap kembali ke rumah, dokter
psikiatrik dapat meminta bantuan
Lembagalayanan/Pusat Pelayanan Terpadu melakukan
pendampingan di shelter/Panti.

Apabila korban sudah siap kembali ke rumah, untuk
tindakan selanjutnya dilakukan rawat jalan

Bila tidak ditemukan indikasi rawat inap, pasien dapat
berobat jalan dengan tetap dilakukan konseling,
pendampingan psikologis, psikososial oleh
pendamping.

Pelayanan selesai dan catatan medis
didokumentasikan.

Koordinasi dengan lembaga layanan lainnya
Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan

. Pelayanan Medicolegal

p—

. Visum Et

Repertum

1.

2.

Penyidik mengirimakan surat permohonan permintaan
visum

Setelah surat permintaan visum datang, dokter
pemeriksa membuat visum et repertum

Dokter melakukan pemeriksaan visum

Dari hasil pemeriksaan dokter menerbitkan hasil
visum et repertum

Mendokumentasikan visum et repertum

Penyidik mengambil hasil visum et repertum

Visum et
Psikiatrikum

Petugas RSUD menerima permintaan visum et
repertum psikiatrikum dari pihak kepolisian
Pelaksanaan visum et repertum psikiatrikum.
dilakukan pada Korban vang diantar oleh pihak
kepolisiandi RSUD.

Visum et repertum psikiatrikum dibuat oleh dokter
ahli jiwa.

Apabila dipandang perlu, maka dapat dilakukan
tindakan rawat inap untuk observasi

Selama dalam observasi, korban tidak boleh diberikan
obat-obat psikiatri, jika ditemukan persoalan medis
maka dapat dilakukan pengobatan medis.

Selama dalam observasi, korban harus dijaga oleh
pihakkepolisian selama 1x24 jam.

Apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi, petugas
RSUD berhak menolak permintaan visum. Proses
dapat dilanjutkan kembali apabila syarat-syarat
terpenuhi.

Bila observasi dianggap cukup, korban dapat
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9.

dikembalikan kepada pihak kepolisian (peminta
visum).

Penyerahan hasil visum dilakukan setelah seluruh
_proses pemeriksaanmedis psikiatrik

3. Identifikasi tes
DNA

1.

op

Ao

Permintaan pemeriksaan dari penyidik ke DP3A
dilanjutkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology
atau laboratorium
Pengambilan barang bukti untuk test DNA (darah,
sperma, liur, rambut, dll serta bahan lain dari pelaku)
melalui RSUD Muna
Tata cara pengambilan sampel tes DNA :
Disaksikan oleh saksi dari pihak korban atau pelaku
Persetujuan pengambilan sampel dari korban dan
pelaku
. Pengambilan sampel oleh petugas kesehatan
Darah diteteskan di FTA card kemudian sampel
dimasukkan dalam pouch, kemudian dimasukkan
dalam amplop bersegel,

e. Sampel dikirimkan ke Eijkman Institute for Molecular

Biology atau laboratorium penyelenggara tes DNA
lainnya melalui pos khusus atau kurir yang ditunjuk
oleh DP3A

Hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Eijkman Institute
for Moleculer Biology atau laboratorium penyelenggara

tes DNA lainnya kepada kepolisian
4 | Jangka Waktu 2 jam — Pasien dinyatakan sehat/pulih/bisa pulang
Penyelesaian :
. 5 | Biaya / Tarif 0,-
' 6 | Produk Korban mendapatkan pelayanan medis sesuai kebutuhan.
‘ Pelayanan 1. Layanan medicolegal (VER, Surat Visum et repertum
psikiatrikum)
2. Layanan perawatan medis
3. Perempuan korban pulih secara fisik dan psikis
4. Hasil tes DNA
7 | Sarana, 1. Ruang tunggu
prasarana, 2. Ruang periksa
dan/atau 3. Ruang bermain
fasilitas 4. Bed periksa
5. Permainan anak
6. Stetoskof
7. Tensi
8. Termometer
9. Bedgin
10. Emergency kit
11. Obat-obatan yang diperlukan termasuk obat pencegah
kehamilan untuk kasus perkosaan.
12. Minorset
13. Lamp
14. Form status
15. Form informed consent
16. Ruang Play Terapi dengan peralatannya
17. Laboratorium
18. Radiologi
19. Ambulance
20. Kamarrawatkhusus
21. Rekam Medis
22. Blanko visum
23. FTA card, buccal swab
I 24. Pouch 9 amplopkhususpengambilan sampel) |
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25. Amplop tebal

8 | Kompetensi 1. Memiliki keahlian di bidang kesehatan.
Pelaksana 2. Sensitif gender dan anak.
3. Memiliki empati
4. Sabar
5. Ramabh.
6. Mampu menjalin hubungan interpersonal .
7. Mampu bekerjasama.
8. Bersedia menjadi saksi ahli.
9 | Pengawasan Direktur Rumah sakit
internal SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD
10 | Mekanisme Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan
komplain melalui :
a. Kotak surat di {(Kotak Pos)
b. Humas RSUD
c. Bidang Pelayanan RSUD
d. Direktur RSUD:
RSUD Muna
Alamat : jl. Ahmad Yani No. 10. Raha
Telp :
11 | Jumlah 1. 5orang
elaksana
12 | Jaminan 1. Empati
pelayanan 2. Memberdayakan
3. Kepentingan terbaik bagi korban
4. Tidak menyalahkan korban
13 | Jaminan 1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak
keamanan dan disebar keluar
keselamatan 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/
pelayanan representatif
3. Tidak memberitahukan keberadaan korban
4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi
14 | Evaluasi kinerja | Setiap Triwulan
L Pelaksana
15 | Sanksi Sanksi Administrasi
Pelaksana
16 | Tempat Rumah sakit umum Dearah Muna dan Pukesmas yang ada
pelaksanaan dikabupaten Muna




BAGAN PROSEDUR LAYANAN MEDIS

Pelayanan Medis dan Psikiatrik
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Korban dan pengantar datang ke RSUD mendaftar di & Map khusus, | 10 menit | Korban terdaftar
loket pendaftaran (Rekam Medik) D Ruang tunggu mendapatkan
pelayanan

Korban masuk ke ruang pemeriksaan Ruang 30 Menit Korban

periksa,bed mendapatkan

periksa,Form pelayanan

kasus
Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter v Perlengkapan 30 menit Korban terdaftar
umum atau psikiatrik untuk menemukan bukti-bukti medis,obat mendapatkan
kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan pencegah pelayanan medis
dalam bentuk rekam medik (termasuk pemeriksaan kehamilan
dalam kasus perkosaan). untuk kasus

perkosaan
Penentuan rawat inap atau rawat jalan ( jika pasien form perintah 15 menit | Ada diagnose
rawat jalan diperbolehkan pulang dan harus rawat inap,form kebutuhan
melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan bukti korban,Keputusan
pasien dan jika pasien rawat inap setelah observasi 6 - pemeriksaan rawat inap atau jalan
8 jam dilanjutkan ke rawat inap sesuai dengan
kelas_nya)
Perawat melakukan asuhan keperawatan, melaporkan Kamar terpisah 1- 7 hari | Korban
kondisi korban kepada dokter dengan pasien mendapatkan

* lainnya perawatan

Petugas medis berkoordinasi dengan lembaga layanan No kontak 30 menit | List daftar
lainnya. - lembaga kebutuhan korban

rujukan,prosedu

r rujukan

30 menit | Kasus

Pelayanan selesai dan catatan medis Computer, atk terdokumentasi

didokumentasikan tersendiri dari pasien yang lain
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN PENYIDIK | REKAM | DOMTER | psmaarer | KEUENGKAP | wapry | ourpur | KETERAN
, MEDIK ,
Pelayanan Medicolegal
VER dan Visum et Psikiatrikum
1 | Setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa Form status | 15 menit Petugas
membuat visum et repertum > > Blangko melakukan
visum, layanan
3 VER
2 Dokter melakukan pemeriksaan visum Ruang 30 - 60 Korban
pemeriksaan | menit mendapatk
an layanan
VER
3 | Dokter menerbitkan hasil visum et repertum Hasil visum 1- 3 hari Terbit hasil
VER
4 Mendokumentasikan visum et repertum Computer, 30 menit Kasus
< ATK terdokume
| - ntasi
5 Pengambilan hasil visum et repertum oleh penyidik Hasil visum 30 - 60 VER
Q menit menjadi
M % alat bukti




w: §

NO : GIATAN PENYIDIK | EIJKMAN MEDIK PERAWAT | DOKTER | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT ANC
Identifikasi TES DNA .

1 vaqahmn pemeriksaan dari penyidik ke DP3A Surat 1-2 hari Ada keputusan
dilanjutkan ke Eijkman Institute for Molecular Biology permintaan tes dari DP3A
atau laboratorium > DNA untuk

dukungan
indentifikasi
DNA

2 | Pengambilan barang bukti untuk test DNA (darah, mhpv_ou@sms% 60 1.50 Ada sampel
sperma, liur, rambut, dll serta bahan lain dari pelaku) engambilan menit u&::w. .
melalui RSUD Muna sampel mencmmm_

3 | Tata cara pengambilan sampel tes DNA : L m.o»ﬁn._.:w. 15 l.uo Petugas medis
Disaksikan oleh saksi dari pihak korban atau pelaku pengambilan menit dan korban

sampel memahami
prosedur
pengambilan
sampel DNA

4 Persetujuan pengambilan sampel dari korban dan Inform consent 30- @o _..vmnmmn&:mb
pelaku menit dari korban

dan keluarga

5 | Pengambilan sampel oleh petugas kesehatan FTA card, 60 J.Hmo Ada sampel

buccal menit untuk
swab,Pouch indentifikasi
DNa
7 | Sampel dikirimkan ke Eijkman Institute for Molecular Amplop tebal 4 - 7 hari muﬁsﬁa_ .
Biology atau laboratorium penyelenggara tes DNA &vﬁ.mnwm di
lainnya melalui pos khusus atau kurir yang ditunjuk lab Eijman
oleh DP3A , . .
8 | Hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Eijkman Institute for Hasil sampel 4- 7 hari mmm; tes DNA
Moleculer Biology atau laboratorium penyelenggara tes £ & Ené.m& alat
DNA lainnya kepada kepolisian bukti
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C. BIDANG PELAYANAN PSIKOLOGIS

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA, LEMBAGA
LAYANAN

No Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT.

2. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

3. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak
Pidana perdaganan orang.

4. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan korban.

S. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang
peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban
KDRT.

6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang
Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan
berbasis gender.

7. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

< Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

2 | Persyaratan Pelayanan

¢ Konseling 1. Adanya identitas korban
Awal 2. Kronologi kasus
(Identifikasi 3. Adanya surat rujukan
dan 4. Inform concern
assessment)
¢ Konseling
lanjutan
3 | Sistem, Mekanisme, dan prosedur
a. Konseling 1. Pendamping berkoordinasi dengan konselor/psikolog
Awal untuk layanan psikologis korban
< (Identifikasi 2. Konselor/psikolog melakukan assesment terkait
dan dengan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan
assessment) sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat

rencana tindak lanjut

3. Konselor/psikolog melaksanakan rapat pembahasan
kasus secara internal dan atau dengan pihak lain

4. Konselor/psikolog merujuk korban Jika layanan yang
dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan

tersebut.
5. Konselor/psikolog melakukan pendokumentasian
kasus
b. Konseling 1. Konselor/psikolog melakukan rapat pembahasan
lanjutan kasus secara internal atau dapat juga dilakukan

dengan mengundang ahli dari luar

2. Konselor/psikolog memberikan layanan konseling
psikologis, dan layanan rujukan

3. Konselor/psikolog dapat melakukan home visit untuk
penggalian informasi

4. Home visit juga dapat dilakukan bila penanganan
lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang
lain di lingkungan korban.

-+~ | 5 Konselor/psikolog melakukan pendokumentasian
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BAGAN PROSEDUR LAYANAN PSIKOLOGIS

Konseling Awal
1 | conselor melakukan assesment terkait dengan Nuoﬁo_ommm. 30 - 60 Data dan
permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber daya lain kasus, inform | menit Fmomemm korban
vang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut Moﬂmmabmam Hasil assesment
asus
2 | conselor melaksanakan rapat pembahasan kasus secara A Ruang yang 60 -120 Korban
internal dan atau dengan pihak lain aman, menit mendapatkan
» » Kronologis layanan
kasus,,perkemb psikologis
_ angan kasus Hasil rapat kasus
3 | conselor merujuk korban jika layanan yang dibutuhkan Surat rujukan 60 menit Ada list
tidak tersedia di lembaga layanan tersebut. kebutuhan
korban
4 | conselor melakukan pendokumentasian kasus I ] Hasil konseling | 60 menit Kasus
Terdokumentasi
dalam databased
Konseling lanjutan
1 | conselor melakukan rapat pembahasan kasus secara Hasil konseling 60 - 120 Hasil rapat kasus
internal atau dapat juga dilakukan dengan mengundang sebelumnya
ahli dari luar
2 | conselor memberikan layanan konseling psikologis, dan Ruang yang 120 - 180 Korban
layanan rujukan aman,,perkemb | menit mendapatkan
angan layanan konsling
kasus,alat
peraga
3 | conselor dapat melakukan home visit untuk penggalian , Mobil, alat 120 - 180 Tergalinya
informasi peraga menit informasi
4 | Home visit juga dapat dilakukan bila penanganan . Mobil, alat 120 = 180 doﬁﬂm informasi
lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang lain peraga menit dari keluarga dan
di lingkungan korban. lingkungan atas
kasus tersebut
5 | conselor melakukan pendokumentasian kasus Hasil konseling | 60 mmenit | Kasus
terdokumentasi
dengan data
based




D. BIDANG PELAYANAN HUKUM

KOORDINATOR
—

: BAGIAN HUKUM SETDA MUNA
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.
No Komponen Uraian |
1 | Dasar Hukum 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang
PKDRT.
2. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.
3. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana perdaganan orang.
4. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan korban.
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang
peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban
KDRT.
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang
Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan
berbasis gender.
7. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna
2 | Persyaratan Pelayanan
Bantuan Hukum 1. Korban datang langsung
2. Surat rujukan ( Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas
Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain )
3. Dokumen terkait kasus
4. Identitas korban dan pelaku
Penegakan Hukum 1. Korban datang langsung atau diantar pendamping.
Di tingkat 2. Surat rujukan dari lembaga Pendamping.
Kepolisian | 3. Buku register di Pengadilan
3 | Sistem, Mekanisme, dan prosedur
Bantuan Hukum 1. Petugas layanan bantuan hokum mengisi data

korban yg isinya memuat identitas korban,
kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan
bantuan hukum.

. Pelaksaan konsultasi bantuan hukum
. Petugas bantuan hukum/pendamping memberikan

legal opini (lisan/tertulis),

. Berdasarkan kesepakatan dengan korban,

Advokat/pekerja bantuan hukum/pendamping
melakukan penandatanganan Surat Kuasa dan/
Kesepakatan Penanganan Kasus

a. Bantuan
Pendampingan
Hukum Litigasi

. Mendampingi korban untuk proses pidana di

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

. Mendampingi korban untuk proses perdata

(perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak
nafkah anak) di Pengadilan

Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan
Mendokumentasikan seluruh kegiatan layanan
pendampingan litigasi

b. Bantuan

. Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam

Pendampingan rangka mediasi.
Hukum Non- 2. Memfasilitasi pertemuan antara korban & pelaku
Litigasi dalam rangka mediasi.

| 3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan
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mempertimbangkan penderitaan dan kerpgiaq yang
dialami korban untuk putusan ganti rugi/restitusi dan
putusan tambahan berupa kewajiban pelaku KDRT

untuk mengikuti konseling '
8. Putusan Hakim Menginformasikan kepada Sekretariat

Pelayanan Terpadu Kabupaten

Jangka Waktu 1 — 4 bulan

Penyelesaian :

Biaya / Tarif 0

Produk Pelayanan 1. Laporan hokum perempuan korban kekerasan
diterima.

2. Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan
diproses hingga persidangan

3. Perempuan korban kekerasan memahami prosedur
dan alur penanganan hokum

4. Perempuan korban kekerasan mendapatkan
layanan pendampingan selama kasusnya dip roses
secara hokum

5. Perempuan korban kekerasan mendapatkan
keadilan atas kasus kekerasan yang menimpanya.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1. Bantuan Hukum Formulir data korban.

Ruang Pelayanan Hukum (yg ramah anak).
Komputer & printer.

Transportasi penanganan kasus.

s 0 N s

2. Penegakan Hukum

a.Ditingkat 1. Ruang Pelayanan Khusus
Kepolisian 2. Komputer dan printer
b.Ditingkat 1. Komputer, printer,ATK
Kejaksaan J 2. Ruang tunggu/ transit untuk anak;
3. Ruang sidang

3. Ditingkat Pengadilan

e Tahap 1. Ruang tunggu/ transit untuk anak
Persidangan 2. Ruang sidang
Kompetensi Penyidik / PenyidikPembantuKepolisian, Advokat,
Pelaksana Paralegal

1. Menguasai dan memahami produk perundangan
perlindungan perempuan dan anak

2. Memiliki latar belakang pendidikan hukum

3. Pernah mengikuti pelatihan tentang penanganan
kasus

. Memahami prinsip-prinsip kerja berjejaring

Mempunyai kemampuan dan kewenangan

penanganan korban

v B

Pengawasan 1. Kasiwas, Kapolres,
internal 2. Kejaksaan Negri Raha

3. Pengadilan Negri Raha

4. Bagian Hukum

5. Direktur LBH/Direktur Lembaga Layanan
Mekanisme 1. HumasPolres,Kejari,Pengadilan Negri
komplain 2. Sekretariat P2TP2A

3. Bagian Hukum Setda Muna
Jumlah pelaksana 1. 3 Orang Penyidik UPPA

2. 2 Orang Pendamping P2TP2A

3. 5 Orang Advokat LBH Pekham

4. 4 Orang Paralegal YayasanLambu Ina
Jaminan 1. Cepat/ Responsif.
pelayanan 2. Profesional.
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3. Non diskriminasi.
4. Empati.
13 | Jaminan 1. PrinsipKerahasiaan
keamanan dan 2. Perlindungan Saksi
keselamatan 3. Ruang pelayanan yang nyaman
pelayanan
14 | Evaluasi kinerja Evaluasidilaksanakan?2 kali dalam setahun oleh
Pelaksana 1. Kabag. Hukum setda Muna
2. Ketua P2TP2A.
15 | Sanksi Pelaksana | Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16 | Tempat Unit SatreskrimPolres, Polsek, Kejari Raha, Pengadilan
pelaksanaan Negri raha P2TP2A, LBH Pekham,YayasanLambu Ina.




BAGAN PROSEDUR LAYANAN HUKUM

Bantuan Hukum
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Petugas bantuan hukum melakkan assessment kasus : : : :
berdasrkan data korban yg isinya memuat identitas 00 menit MM”MM%%&!
korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan layanan =
bantuan FEEE bantuan hukum
Konsultasi bantuan hekum 120 - 180 Korban
menapatkan
informasi dan
solusi atas
Advokat /petugas bantuan hukum/pendamping 1-3 hani %M“..M“wﬂgk M
memberikan legal opini (lisan/tertulis), legal opini Y
Berdasarkan kesepakatan dengan korban, Advokat/pekerja 0 : :
bantuan hukum/pendamping melakukan 120 ment MM_HM st
penandatanganan Surat Kuasa dan/ Kesepakatan
Penanganan Kasus
Bantuan Pendampingan Hukum Litigasi
Mendampingi korban untuk proses pidana di Kepolisian, 1 -
Kejaksaan dan Pengadilan. —p = > swﬁ wwwmﬁnimmn
Mendampingi korban untuk proses perdata (perceraian, . T :
hak asuh anak, harta bersama, hak nafkah anak) di 4 s PMMMMNM ,
Pengadilan T P pingan
Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan 1-2 hani e
_ putusan
Mendokumentasikan seluruh proses pendampingan litigasi 60 et %MWMM s
* kasus dalam
data based
Bantuan Pendampingan Hukum Non-Litigasi
Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka 60 -180 Ada surat
mediasi. menit permohonan

mediasi
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Memfasilitasi pertemuan antara korban & pelaku dalam 1-7 hari Terlaksananya
rangka mediasi. proses mediasi
Mendokumentasikan seluruh proses pendampingan non 60 menit POl STI AR
litigasi nya kasus
dalam data
based
Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu 120 menit Terkoordinasiny
Provinsi O a layanan di PPT
Penegakan Hukum
a. Ditingkat Kepolisian |
Menerima laporan/ pengaduan tentang tindak pidana 60 - 120 Ada surat LP
- menit dari kepolisian
Apabila korban dalam kondisi trauma/stres, dilakukan Ada surat
tindakan penyelamatan dengan mengirimkan korban ke 120 " 180 rujukan
PPT atau RS terdekat atau Puskesmas menit . _
Mengajukan permohonan perintah perlindungan 1-3 han Terkirimnya
— surat perochonan
D perintah
* perlindungan
Mengeluarkan Surat Permintaan Visum 60 |.~wo Terkirimnya
\ N menit surat
r permohonan
visum
Memberi penjelasan kepada pelapor / korban tentang | 60 |.Hwo Korban .
posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya termasuk restitusi menit " —
posisi kasus dan
“w hak haknya
Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada 60 - 120 Terkirimnya
pelapor dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil SP2HP
Penyidikan (SP2HP) «
Melaksanakan penetapan pengadilan terkait penggeledahan 60 - 120 Pelabaaranmn
dan penyitaan barang bukti, perintah perlindungan bagi menit penetapan
korban pengadilan
Menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara kepada 60 - 120 Berkas perkara
JPU menit diserahkan ke
kejaksaan

Ditingkat Kejaksaan :
b.1 Proses Pra Penuntutan
L’r.n Penuntutan




o QB

1 | Dimulainya Penyidikan (SPDP) 5.4 17 hani Fery T
penyidikan
2 | Menunjuk JPU untuk Penelitian dan Penyelesaiar. perkara *
(P.16)
3 | Menerima berkas tahap pertama ﬁ T 7 Bt Ada petunjuk
untuk
— . «ﬂ pemberkasan
4 | Melakukan penelitian terhadap berkas perkara tanap 1 1-3 hani Ad# pebumuk
selanjutnya mengambil sikap apakah berkas lengkap atau T
perlu petunjuk (P18) untuk dilengkapi (P19) pemberininn
5 | Apabila lengkap (P21) JPU membuat P24 atau (Berita Acara 1 -3 hari Penyerahan
pendapat) dan menyusun Redaksi b 1
1 pengadilan
6 | Menerima penyerahan tahap 2 dari penyidik yaitu y 60 - 120 Ada Berita acara
penyerahan tersangka dan barang bukti e siall terima
barang bukti
7 | Mengajukan permohonan perintah perlindungan Janjutan 1 -3 Tetitirunnya
> D hari | Surat perintah
perlindungan L
8 | Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan 1-2 han Periyoraban i
berkas ke
engadilan
Ditingkat Pengadilan peng;
Persidangan
1 | Menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum o ] 13 han R
pelimphan
1 terkirim
2 | Menetapkan perintah perlindungan untuk korban atas 1-3 hari i Sorck
permohonan korban, kuasa hukum, polisi, jaksa A V perintak
_perlindungan
3 | Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang A 4 1- 3 han Terlaksananya
memeriksa perkara petsidangan
4 | Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk 1—31 bari e . -
memanggilterdakwa dan saksi untuk datang ke datang ke skt dags
sidang pengadilan tesdslwa
7 Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mempertimbangkan 3 120 menit Surat rujukan
penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk konselinig
putusan ganti rugi/restitusi dan putusan tambahan Bl
berupa kewajiban pelaku KDRT untuk mengikuti konseling ﬁ
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: 1~ 21 hari Putusan
Putusan Hakim pengadilan
T : . 1 - 3 hari Terlaksananya
Menginformasikan kepada Sekretariat Pelayanan Terpadu " koordinasi v

Provinsi

dengan PPT
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E. BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA
No Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum

L.

2.

Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang
PKDRT.

Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana perdaganan orang.

Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan korban.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006
tentang pevelenggaraan dn kerjasama
Pemulihan Korban KDRT.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010
tentang Standar pelayanan terpadu Korban
kekerasan berbasis gender.

. Peraturan mentri pemberdayaan aparatur

negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

2 | Persyaratan Pelayanan

1. Penyediaan Rumah
Aman (shelter)
2. Bimbingan Rohani

o (0 I et

Adanya identitas korban
Kronologi kasus

Adanya surat rujukan
Adanya kesepakatan

3 | Sistem, Mekanisme, dan prosedur

Penyediaan Rumah Aman
(shelter

1.

2.

Petugas rumah aman melakukan penjemputan
korban

Petugas rumah aman memeriksa. kelengkapan
dokumen korban (bila ada) dan melakukan
assasment awal (untuk kasus baru).

Petugas rumah aman memberikan penjelasan
mengenai rumah aman dan peraturan selama
tinggal di shelter.

Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah
aman dan tanda terima barang titipan.
Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh
petugas.

Apabila korban membutuhkan layanan yang
tidak tersedia di shelter maka korban dirujuk
ke lembaga lavanan lain vang dibutuhkan dan
hasil layanan rujukan diberikan kepada
petugas shelter.

Mendokumentasi kasus

Bimbingan Rohani

. Pembimbing Rohani melakukan assessment

terkait potensi, sumber daya vang dimiliki
korban

Pembimbing rohani melakukan konseling awal
sesuai hasil assessment

. Pembimbing rohani membangun pemahaman
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kesetaraan

Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil
agama dalam upaya pemecahan permasalahan
korban

Pembimbing rohani memberikan hasil layanan
rujukan kepada lembaga pemberi rujukan
Mendokumentasi kasus

Jangka Waktu
Penyelesaian :

2

25 A

1-2jam (Bimbingan Rohani)
1 -4 Minggu (Rumah Aman)

Biaya / Tarif

| "
| Tidak ada

Produk Pelayanan

1. Bimbingan Rohani
2. Rumah Aman

. Data dan informasi korban
. Formulir kesanggupan korban

untukmemilih / meneruskan layanan
Korban mendapatkan
perlindungan,pendampingan, bimbingan
sosial, mental dan psikologis

Korban mendapat penguatan

Korban dapat merumuskan solusi
permasalahannya.

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

. Ruang yang aman dan nyaman.

Form data kasus, buku induk korban, Form
pelaporan, Form rujukan, File kabinet/almari,
komputer/mesin ketik, ATK.

Tempat tidur, Poliklinik, Ruang Kasus, ruang
rawat inap, ruang Kerja, ruang Isolasi, ruang
Kerja, taman dan ruang bermain,
perpustakaan, sanggar kebugaran.

. Kebutuhan dasar {makan, minum, kebersihan

diri, pakaian,dll), Perangkat sekunder,
perpustakaan, r. Makan.

Form Kasus, lembar persetujuan korban,
mobil/ transportasi , ruang tunggu, surat
rujukan

. Ruang yang nyaman, buku-buku rohani dan

perlengkapan beribadah

Kompetensi Pelaksana

3.

4.

. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan

konseling dasar. (Konseling dan Konseling
lanjutan)

. Pengetahuan : peraturan perundangan yang

berlaku ( UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU
Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG
dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak.

Sikap : empati, tidak menyalahkan korban,
fleksibel, ramah, responsive.

Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama

Pengawasan internal

2

1.

Kadis Sosial
Kadis DP3A

10

Mekanisme komplain

Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan
layanan melalui : surat

11

Jumlah pelaksana

Lambu ina : 3 orang
Peksos 1 orang
P2TP2A : 6 orang

12

Jaminan pelayanan

Empati.

Memberdayakan

Kepentingan terbaik bagi korban
Tidak menyalahkan korban

13

Jaminan keamanan dan

Pt G e

Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban
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keselamatan pelayanan

tidak disebar keluar

2. Ruang pelayanan harus memberikan
kenyamanan/ /representatif

3. Tidak memberitahukan keberadaan korban

4. Memberikan perlindungan kepada korban dan
saksi

14 | Evaluasi kinerja Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban
Pelaksana kekerasan berbasis gender dan anak minimal
dilaksanakan 1 kali setahun oieh
15 | Sanksi Pelaksana Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan
16 | Tempat pelaksanaan 1. Dinas Sosial
2. Dinas PPPA
L 3. Sekretariat/Lembaga Layanan




BAGAN PROSEDUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

%33 =

PELAKSANA MUTU BAKU
; T
NO KEGIATAN UMAH
PENDAMPING | AMAN | , =FUSAS | PEMAIMSING | KELENGKAPAN | WAKTU |  OUTPUT
PENYEDIAAN RUMAH AMAN -
1 | Pendamping melakukan penjemputan korban dan mengantar Formulir 5 menit | Disposisi
pada rumah aman kasus,surat
rujukan,FC
dokumen
identitas, mobil
2 Petugas rumah aman memeriksa. kelengkapan dokumen Buku 15 Rumah
korban (bila ada) dan melakukan assasment awal (untuk register,rumah menit penampunga
kasus baru). aman,kronologis n sementara
kasus,form
kebutuhan,Kom
puter ATK
4 | Petugas rumah aman memberikan penjelasan mengenai Q Buku layanan 4 hari Catatan
rumah aman dan peraturan selama tinggal di shelter. rumah aman situasi
korban
5 | Perugas administrasi menfasilitasi penandatanganan Surat perjanjian | 5 menit | Informasi
persetujuan tinggal di rumah aman dan tanda terima barang tinggal di rumah waktu
titipan. aman, Surat berakhirnya
penitipan layanan
barang
6 | Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh petugas rumah Kamar,makan 5 menit | Kegiatan
aman minum, Logistik layanan
rumah aman tercatat
dalam buku
e layanan




~34 ~

Petugas rumah aman dan petugas administrasi Laporan 30 Disposisi
mendokumentasi kasus kegiatan menit
L 4 layanan
Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di Buku layanan, 30 Data layanan
shelter maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang chvﬁama ) menit terinput
dibutuhkan dan hasil layanan rujukan diberikan kepada Q mmternet dalam sistem
petugas shelter. data base
BIMBINGAN ROHANI
Pendamping melakukan penjemputan korban dan merujuk - Formulir 5 menit | Disposisi
pada pembimbing rohani kasus
> - Lembar
disposisi
- FC dokumen
identitas
Pembimbing Rohani melakukan assessment terkait potensi, - Buku register | 15 Rumah
sumber daya yang dimiliki korban. penampungan | menit penampunga
sementara n sementara
- Makanan &
ruang tidur
Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai hasil Y Buku layanan 4 hari Catatan
assessment penampungan situasi
sementara korban
Pembimbing rohani membangun pemahaman bersama dengan Telpon antar 5 menit | Informasi
korban tentang konsep kesetaraan ruangan waktu
berakhirnya
layanan
Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil agama dalam Buku layanan 5 menit | Kegiatan
upeaya pemecahan permasalahan korban f penampungan layanan
sementara tercatat
| dalam buku
layanan
. Mendokumentasi kasus Buku layanan 30 Disposisi
} dan laporan menit
) kegiatan
Fﬂ layanan
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- a 3 Data layanan
Pembimbing rohani memberikan hasil layanan rujukan : mnﬂcvhwwwbmb nmw N Hﬂnvm
kepada lembaga pemberi rujukan inferaet il siateis

data base
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F. BIDANG PELAYANAN PENDAMPINGAN KASUS

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA, YAYASAN LAMBU INA

No Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang
PKDRT.

2. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

3. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana perdaganan orang.

4. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan Korbar.

5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006
tentang peyelenggaraan dn  Kkerjasama
Pemulihan Korban KDRT.

6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010
tentang Standar pelayanan terpadu Korban
kekerasan berbasis gender.

7. Peraturan mentri pendayagunaan aparat negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman = Penyusunan  Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

2 | Persyaratan Pelayanan | 1. Form kasus

Pendampingan Hukum |2. Dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran,

dan Psikososial Aket kelahiran, dll)

3. Surat kuasa atau surat pendampingan

4. Surat /lembar persetujuan (inform consent)

3 | Sistem, Mekanisme, dan prosedur

Pendampingan Hukum |1. Petugas pengaduan atau coordinator penanganan
kasus berkoordinasi dengan pendamping yang
memliki tugas dan kapasitas sesuai dengan
layanan yang dibutuhkan korban (selain layanan
penampungan sementara, mediasi, pemulangan
dan rujukan). Dalam hal korban membutuhkanan
layanan intervensi krisis, maka petugas pengaduan
atau coordinator penanganan kasus langsung
berkoordinasi dengan pendamping untuk
penvediaan layanan krisis _

2. Pendamping memperkenalkan dirinya,
menginformasikan alur layanan pendampingan,
hak-hak korban serta meminta persetujuan

3. Pendamping berdiskusi dan membuat kesepakatan
rencana pelaksanaan layanan pendampingan yang
dibutuhkan korban dan/atau bersama keluarganya
(jika korban berusia anak /disable).

4. Pendamping melakukan asessment tujuan dan
kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban
(konseling, psikologis, bantuan hukum, reintegrasi
sosial, penguatan spiritual, dll) untuk menjadi
bahan rencana pelaksanaan layanan
pendampingan.

5. Pendamping memberikan layanan pendampingan

| _yvang dibutuhkan korban (layanan konseling, |
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9.

psikologis, konsultasi hukum, bantuan hukum
pidana /perdata, reintegrasi sosial, penguatan
rohani dan sebagainya) dan layanan pendampingan
lanjutan. Dalam hal terjadi situasi Kkhusus,
pelaksanaan layanan pendampingan dapat
dilakukan sesuai dengan situasi khusus tersebut
misalnya dilakukan dengan virtual /online /surat
elektronik dan sebagainya.

. Dalam hal korban dan/atau keluarganya

membutuhkan pendampingan hukum (pidana
/perdata) maka dibuatkan surat kuasa atau surat
pendampingan.

. Dalam hal korban membutuhkan layanan

pendampingan dan tidak tersedia di Pusat layanan
terpadu di Muna, atau lembaga layanan lainnya
pendamping berkoordinasi dengan pimpinan
kantor/ lembaga untuk pelaksanaan rujukan.
Pendamping menyusun laporan layanan
pendampingan dan melaporkan hasilnya kepada
coordinator atau pimpinan lembaga.

Pendamping menginput data hasil layanan rujukan
ke dalam sistem data base.

4 | Jangka Waktu
Penyelesaian :

1 hari — 3 bulan

5 | Biaya / Tarif

Tidak ada/0

6 | Produk Pelayanan
Pendampingan Medis
Pendampingan Hukum
(pelaporan,penyidikan,
peersidangan)

1. Teridentifikasi masalah secara jelas, baik

ditingkat resiko maupun strategi penanganan
kasus

2. Korban pulih secara psikologis
3. Korban sudah mendapatkan layanan konseling,

layanan pemulihan psikologi dan layanan
pendampingan hukum

7 | Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

Ruang konseling dan psikologi

Ruang konsultasi hukum

Leaflet layanan

Banner alur layanan

Mebelair

Komputer dan printer

ATK

Tisu

. Air minum

10. Alat peraga (untuk kasus kekerasan seksual)

11.Sarana aksesibilitas diantaranya telasar dan
kursi roda

12. Molin /Transportasi

SO 00 IO G o G DD g

8 | Kompetensi Pelaksana

1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan
konseling dasar. (Konseling dan Konseling
lanjutan)

2. Pengetahuan : peraturan perundangan vang
berlaku ( UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU
Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG
dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak

3. Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip
penanganan perempuan dan anak, prosedur
layanan, prosedur rujukan dan input data base;

4. Memiliki pengetahuan hukum yang terkait
dengan perempuan dan anak korban;

5. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, |
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fleksibel, ramah, responsive
Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama.

. Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat

untuk korban berkebutuhan khusus

(disabilitas).

Pengawasan internal

1.
2.

Ketua P2TP2A
Direktur yayasan lambu ina/lembaga pengada
layanan

i0

Mekanisme komplain

Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan
layanan melalui : surat

11

Jumlah pelaksana

Lambu ina : 3 orang
Peksos 1 orang
P2TP2A : 6 orang

12

Jaminan pelayanan

Empati

Memberdayakan

Kepentingan terbaik bagi korban
Tidak menyalahkan korban

13

Jaminan keamanan
dan keselamatan

pelayanan

e}

3.
4.

[ 0 N

. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban

tidak disebar keluar

. Ruang pelayanan harus memberikan

kenyamanan/ /representatif

Tidak memberitahukan keberadaan korban
Memberikan perlindungan kepada korban dan
saksi

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban
kekerasan berbasis gender dan anak minimal
dilaksanakan 1 kali setahun oleh

15

Sanksi Pelaksana

Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan

16

Tempat pelaksanaan

Sekretariat P2TP2A/Lembaga Layanan




BAGAN PROSEDUR LAYANAN PENDAMPINGAN KASUS

v 3G

Petugas pengaduan atau coordinator penanganan kasusberkoordinasi - Formulir 15 Menit - Disposisi
dengan petugas pendampingan yang memiliki tugas dan kapasitas kasus
sesuai dengan layanan yang dibutuhkan korban. Dalam hal korban - Rekomendasi
membutuhkanan layanan intervensi krisis, maka petugas pengaduan layanan
langsung berkoordinasi dengan petugas pendampingan untuk - Disposisi
penyediaan layanan krisis. layanan
Pendamping memperkenalkan dirinya, menginformasikan alur layanan - Alu layanan 15 Menit Korban
pendampingan, hak-hak korban serta meminta persetujuan pendampinga tantiharm
1 layanan & ada
- Leslict persetujuan
korban
Pendamping berdiskusi dan membuat kesepakatan rencana - ATK 30 menit Ada
pelaksanaan layanan pendampingan yang dibutuhkan korban dan/atau - Lembar kesepakatan
bersama keluarganya (jika korban berusia anak /disable) catatan corREA B
- Formulir ‘adwal
kasus JREW i
pendampingan
Pendamping melakukan asessment tujuan dan kebutuhan layanan - Formulir 45 menit Teridentifikasi
yang dibutuhkan korban (konseling, psikologis, bantuan hukum, f kasus nya tujuan
reintegrasi sosial, penguatan spiritual, dll) untuk menjadi bahan - ATK s
rencana pelaksanaan layanan pendampingan. - Lembar
catutai kebutuhan
layanan
pendampingan
Pendamping memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan - Buku catatan 90 Menit Korban
korban (layanan konseling, psikologis, konsultasi hukum, bantuan pendampingan mendapatkan
hukum pidana /perdata, reintegrasi sosial, penguatan rohani dan - Komputer, lavanan
sebagainya) dan layanan pendampingan lanjutan. Dalam hal terjadi ATK & printer Ly P )
situasi khusus, pelaksanaan layanan pendampingan dapat dilakukan - Alat penaampingan
sesuai dengan situasi khusus tersebut misalnya dilakukan dengan transportasi yang
virtual /online /surat elektronik dan sebagainya. - Ruang dibutuhkan
konseling
- Ruang
konsultasi, dil
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Dalam hal korban dan/atau keluarganya membutuhkan pendampingan - Surat kuasa 20 menit Surat kuasa dari
hukum (pidana /perdata) maka dibuatkan surat kuasa atau surat } korban/keluarga
pendampingan setelah berkoordinasi dan mendapatkan saran o nya
Koordinator penanganan kasus L d
Dalam hal korban membutuhkan layanan pendampingan dan tidak - Laporan 15 menit Disposisi
tersedia ¢i UPT PPA Provinsi atau layanan tersebut terkait dengan F asessment rujukan
kewenangan Kabupaten/Kota, maka Pendamping berkoordinasi dengan = - Formulir
Koordinator penangan kasus untuk pelaksanaan rujukan Illl._ _ kasus
- Lembara
disposisi
Pendamping menyusun laporan layanan pendampingan dan - ATK 45 Menit Laporan layanan
melaporkan hasilnya kepada Koordinator penanganan kasus - Komputer & pendampingan
printer
Pendamping menginput data hasil layanan rujukan ke dalam sistem - Komputer 45 Menit Data layanan
- internet pendampingan

data base

terinput dalam
sistem data base
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G. BIDANG PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

KOORDINATOR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

i

2.

]
Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang
PKDRT.
Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.
Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana perdaganan orang.
Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan korban.
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006
tentang pevelenggaraan dn kerjasama
Pemulihan Korban KDRT.
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010
tentang Standar pelayanan terpadu Korban
kekerasan berbasis gender.

. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur

negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

Persyaratan Pelayanan

. Formulir kasus

2. Dokumen identitas korban (KTP/KK/buku

nikah /akta lahir,dll);

Rencana pemulangan, rencana perjalanan
dan rencana perlindungan keamanan

Surat /lembar persetujuan (inform consent)

Sistem, Mekanisme, dan
prosedur

. Pendamping mempelajari berkas kasus yang

membutuhkan layanan pemulangan dan
berkoordinasi dengan Koordinator penangan
kasus atau petugas penerimaan pengaduan.
Pendamping memberikan lembar
persetujuan layanan pemulangan untuk
ditandatangani korban /keluarganya

. Dalam hal pemulangan tersebut merupakan

pemulangan antar Provinsi atau Negara,
koord penanganan kasus melaporkan dan
meminta saran kepada Kepala UPTD PPA
untuk selanjutnya melaporkannya kepada
Kepala DP3AP2KB

. Koordinator penanganan kasus menunjuk

salah satu atau lebih pendamping untuk
mempersiapkan, mengkoordinasikan
danmemberikan layanan pemulangan.
Pendamping menyusun rencana
pemulangan, rencana perjalanan, rencana
koordinasi dan rencana perlindungan
keamanan dengan pihak keluarga dan/atau
pihak terkait/.

Pendamping melaporkan rencana
pemulangan tersebut kepada Koordinator
penanganan kasus untuk mendapatkan |
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10.

11.
12.

13.

saran dan persetujuan serta untuk
dilaporkan kepada Kepala UPTD PPA

Dalam hal pemulangan  merupakan
pemulangan antar Provinsi atau Negara,
Kepala UPTD PPA melaporkan rencana
pemulangan  tersebut kepada Kepala
DP3P2AKB untuk mendapatkan saran.
Pendamping mengkoordinasikan rencana
pemulangan dengan keluarga korban serta
dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak-
pihak di daerah asal dan di daerah tujuan
/transit.

Pendamping dibantu oleh petugas di Bagian
administrasi mempersiapkan  seluruh
kebutuhan rencana pemulangan, termasuk
kebutuhan khusus anak, korban disabilitas,
korban lansia, korban dalam situasi bencana
dan konflik sosial serta kebutuhan khusus
lainnya/

Pendamping bersama pihak terkait yang
dilibatkan  melaksanakan  pemulangan.
Dalam hal korban yang dipulangkan adalah
penyandang disabilitas atau anak maka
melibatkan
keluarga/pendamping/ahli/penterjemah.
Pendamping menjelaskan identitas diri,
menginformasikan alur layanan, hak-hak
korban, mekanisme komplen serta
melakukan pemeriksaaan kesehatan dan
identifikasi kebutuhan layanan lanjutan dan
rujukan termasuk layanan persalinan dan
kepro  sebelum  dikembalikan kepada
keluarga.

Pendamping melakukan serah terima korban
Pendamping membuat  laporan dan
menyusun rekomendasi untuk layanan
lanjutan dan rujukan untuk dilaporkan
kepada Koordinator dan/atau Kepala UPTD
PPA dan/atau Kepala DP3AP2KB.
Pendamping menginput data pemulangan ke
dalam sistem data base

Jangka Waktu
Penyelesaian :

7 hari

Biaya / Tarif

Produk Pelayanan

0

X

W N

Terumuskan rencana pemulangan, rencana
perjalanan, rencana koordinasi dan rencana
perlindungan keamanan pemulangan
(korban, keluarga dan petugas)

. Korban mendapatkan layanan pemulangan;

Adanya rekomendasi layanan lanjutan dan
rujukan

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

N W s

Transportasi

Akomodasi dan penginapan jika diperlukan
Formulir kasus /berkas kasus

Informed consent /Lembar persetujuan
Formulir serah terima

ATK

Nomor telphon penting, para pihak dan
nomor telpon untuk keadaan darurat
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8. Rencana pemulangan
9. Surat tugas petugas tindak lanjut untuk
pemulangan
8 | Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki perspektif HAM, gender dan anak. .
2. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi
perempuan dan anak korban, alur
pelayanan UPTD PPA, dan prosedur /SoP
pemulangan.
3. Memahami  kasus-kasus yang akan
dipulangkan
4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan
para pihak
5. Memiliki kemampuan komunikasi dengan
baik.
9 | Pengawasan internal 1. Ketua P2TP2A
2. Direktur yayasan lambu ina/lembaga
pengada layanan
10 | Mekanisme komplain 1. Pelapor dapat mengadukan atas
ketidakpuasan layanan melalui : surat
11 | Jumlah pelaksana 1. Peksos 1 orang
2. P2TP2A : 6 orang
12 | Jaminan pelayanan 1. Empati
2. Memberdayakan
3. Kepentingan terbaik bagi korban
4. Tidak menyalahkan korban
13 | Jaminan keamanan dan 1. Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban
keselamatan pelayanan tidak disebar keluar
2. Ruang pelayanan harus memberikan
kenyamanan,/ /representatif
3. Tidak memberitahukan keberadaan korban
4. Memberikan perlindungan kepada korban
dan saksi
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban
Pelaksana kekerasan berbasis gender dan anak minimal
dilaksanakan 2 kali setahun oleh Kadis DP3A
15 | Sanksi Pelaksana Ada teguran Lisan dari Kadis DP3A
16 | Tempat pelaksanaan

Sekretariat Layanan Terpadu/Lembaga Layanan
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BAGAN PROSEDUR LAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

NO KEGIATAN Petugas Petugas | Koordinator | Koordinator | Kepala | KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
administrasi Penerimaan | penanganan penanganan UPTD
Pengaduan kasus kasus PPA
1 Pendamping mempelajari berkas kasus yang T — 10 Petugns tindal
membutuhkan layanan pemulangan dan ._“ — _ — kasus shenit fenfut kasitis
berkoordinasi dengan Koord penanganan kasus Laporan & roeriabiant kagus
atau petugas penerimaan pengaduan dan - rekomendasi & kebutuhan
Kklarifikasi serta Koord penanganan kasus. layanan peititlangan
Petugas memberikan lembar persetujuan Informed
layanan pemulangan untuk ditandatangani consent
. korban /keluarganya.
2 | Dalam hal pemulangan tersebut merupakan | —lllvd Lemics 15 Disposial
pemulangan antar Provinsi atau Negara, disposisi -
Koordinator penanganan kasus melaporkan dan e @
meminta saran kepada Kepala UPT DPPA untuk
selanjutnya Kasi UPTD PPA melaporkannya
kepada Kepala DP3AP2KB
3 | Koordinator penanganan kasus menunjuk salah 4 Lembar 15 Disposisi
satu atau lebih pendamping untuk .IIAV disposisi —
mempersiapkan, mengkoordinasikan dan ]lllrlli.l_r-! [
memberikan layanan pemulangan
4 | Pendamping menyusun rencana pemulangan, - Formulir 90 Ada rencana
rencana perjalanan, rencana perlindungan kasus menit pemulangan &
keamanan dan rencana koordinasi dengan - Lembar perlindungan
keluarga dan/atau pihak terkait disposisi Yemmanan, dll
- FC dokumen
5 | Pendamping melaporkan rencana pemulangan T Rancana 15 Dlspokin:
tersebut kepada Koordinator penanganan kasus pemulangan, N~
untuk mendapatkan saran dan persetujuan VOA perjalanan
serta untuk dilaporkan kepada Kepala UPT PPA 1/ dan
perlindungan
keamanan
r - Lembar
disposisi
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6 | Dalam hal pemulangan merupakan - Rencana 20 Disposisi [
pemulangan antar Provinsi atau Negara, Kepala pemulangan menit .
UPT DPPA melaporkan rencana pemulangan den |
tersebut kepada Kepala DP3P2AKB untuk perlindunga _
mendapatkan saran keamanan

- Lembar ”
disposisi ]

7 | Pendamping mengkoordinasikan rencana - Rencana 2 hari Usulan dan ﬂ
pemulangan dengan keluarga korban serta pemulangan, | menit kesepakatan |
dengan pihak-pihak terkait termasuk pihak- perjalanan rencana _
pihak di daerah asal dan di daerah tujuan dan pemulangan pihak |
/transit. A perlindungan terkait #

keamanan .
- Formulir _,
kasus _

8 | Pendamping dibantu oleh petugas di Bagian - Daftar 1 hari - Disposisi |

edministrasi mempersiapkan seluruh A 4 kebutuhan /persetujuan
kebutuhan rencana pemulangan, termasuk - - Lembar - Ketersediaan \
kebutuhan khusus anak, korban disabilita, disposisi perlengkapan !
korban lansia, korban dalam situasi bencana /persetujuan yang _
konflik sosial dan kebutuhan khusus lainnya dibutuhkan ;
9 | Pendamping bersama pihak terkait yang - Rencana 3 hari Korban |
dilibatkan melaksanakan pemulangan. Dalam pemulangan dipulangkan /dije m

hal korban yang dipulangkan adalah - Perlengkapan mput dengan

penyandang disabilitas atau anak maka pemulangan aman A
melibatkan / tiket _
keluarga/pendamping/ahli/ penterjemah 4
10 | Pendamping menjelaskan identitas diri, - Resume 90 - Korban _
menginformasikan alur layanan, hak-hak kondisi menit mendapatkan |
korban, mekanisme komplen serta melakukan korban pemeriksaan _
pemeriksaaan kesehatan dan identifikasi - Formulir medis & psikis |
kebutuhan layanan lanjutan dan rujukan kasus - Rekomendasi _
termasuk layanan persalinan dan kepro layanan #
sebelum dikembalikan kepada keluarga lanjutan _
11 | Pendamping melakukan serah terima kasus Formulir serah | 30 Korban _
terima menit | diserahterimakan h
dengan keluarga .
12 | Pendamping membuat laporan dan menyusun ¥ - Format 60 Laporan _
rekomendasi untuk layanan lanjutan dan laporan menit pemulangan dan |
rujukan untuk dilaporkan kepada Koordinator _ - Komputer & rekomendasi .
penanganan kasus dan/atau Kepala UPTD PPA F printer layanan lanjutan |
dan/atau Kepala DP3AP2KB - Formulir |




FERRESE

ase(q BIRp 9@ 1ondwoy -
wajsts 1p Jndursl ueSuernuad
vefuenuwad uerode]
uBuRAR] Jruew ST
weeuesyerad B1e(] . 0g E:ENM.M - AEBG BIeT WS UIRD o meluRpmiiod
= ueuede] eyep indurfusw Surdurepuag | e

!@._Vl



‘ue{nfna ewiLouad sednjad

e8equo] ueurdurd
neje seurq ereday uefusp ISBUIPIOOIII]
uesinini ewnuad ueueAE] JIOJBUIPIOOY
‘ere@ou JIejue neje sumoxd Iejue

snsey uesnini yerepe uexnini [ey wereq °

"SISLIY ISUIAIIIUT UBURAR|
ueyjedepusw ueqIoy UYe[ales Uue}ndNe[p
yedep 11 uelode] SIS ISENJIS wWereq
‘uenfnjesiad uep ueres ueyjedepuswl
yniun  ueynini  ewwusuad  eSequUIl
Joyeurpiood epeday uednlni ueuele|

uespgodeowr ueynimi ewweuad sednisd -

“JTEN19]
Sued eluure; jnfue] sepur] sednjad
uep uenpeduad ueewnRUad sednjed Lep
(ip ‘rersososfisd ‘sidojoxisd ‘uewe yewni
‘spewr ‘wunyny) uesinini uaquad ueueie]
eSequIa] ISEPUIWIONal UBP SNSEY JI[NULIOJ
wefefedwow uesnini ewwmouad sedniad

anpasoxd
uep ‘owsiueyoy ‘WwaIsis

ueduidwepuad ueninjssiad jeIng
‘uedurdurepuad sednj jeing

‘aeyningay Isesyruapi [isey ueroder]
ueniniesiad Jequia] /Juasuod pauLofuf
‘dex8ua] BIeOas snsey s130[0U0.ry]
‘(iptaryer epe/yesiu

nnq /33 /dL) ueqroy SeIRuap]
‘1sw19} yepe) sues (iseuLrojut

uereuaqay ueejeAulad jeIng  ‘snsey

Januuioyg) snsey ueuedueuad JnuLIo -

0 ¥ 5O I~

o~

ueueie[ag uejeredsiag

BUN
uajednqey] Ip UESBISNIY UBQIOY Neuy
uep uendwoaisd uedunpulld sueludl

6102 unyel /LON Uyeleep ueInjerdd -

‘UByeBIULIdWI ISBISIUIWIPY INPIsold
feuorseisdg Iepuels ueunsniusd
uewopad Suejual zZ102 unyep,
GE JOWON ISenjollg ISBULIOJdy eIedau

jerede ueeundedepuad Ljusw UBINJBId] °

"I9PUad SISeqIaq UBSEIINIY UBQIOY
npedioy; ueuedieed Iepueig  Juejudl

010C unyel [ "ON YeIULOWSd UeInjesdd -

‘LA ueqloy ueylnuad
eweselioy up ueered3useiad Suejus)

9007 Unyel ¢ 'ON YejuLawad UeINjeldd -

"ueqtoy uep 1syeg uedunpurprad Juejuy

900¢ unye], €1 °‘ON Suepupn Suepun °

‘Sueio ueuedeprad vuepld yepul], Sueiua]

L00Z unye], [g 'ON Suepun Suepun -

Neuy uedunpuljlad Suejual

$10z unue] ¢¢ ON 3Suepun 3Juepun
"LAd Suejus)y

+10Z unyel, ¢g ON 3Suepupn 3Juepup

C

1

wnjyny Jeseq

uerein

usauodwoy

VNON NILVINEVH
TVISOS SVNId NVA MVNV NVONNANITIAJ
‘NVNdINTIEd NVVAVAQIIEINId SVNIa

~ Ly ~

JOLVNIQIOOH

NVIOCLOE NVNVAVTEd DNVAIFS ‘H



 vd uep dd Sousuuiad ‘s0s3y NN ‘Oddld
NN ‘L3a¥d NN ‘vd NN ) nfeprsq Suek

ueSuepuniad ueinjesad : uenyeladuad -

(wreynflue; Surasuoy]
uep Suresuoy]) “resep gurpsuoy ueynerad
nnyidusw yepns sueAs durduwrepusd

‘1

euesye[aod Isuajaduwioy]

ULl [
1ndwoy ‘0

Isejrodsuel],

uoda[ay,

Jojuey] s[nJ ey

ueynni yeing

ueueie] e3equid] Jelje(

SNSE aWINSRY

juasuoo pauuofuy / uenissiad rTequia]
ISEPUIWIONaJ Jequiy]

ISISOdSIp JTequia]

—~ N IO 0O

sejise;
neje/uep ‘euereserd ‘eueieg

‘wnyoy ueduidwepuad ueuele] uep
Bojosiisd ueyinwad ueuede] ‘SurEsuoy

ueuede] uesjedepuswr yepns ueqloy -

‘ueynyngp

Sued wnyny ISBULIOJUT DIIWUSW UBQIOY

‘yexeredsew
uep edreney uedunydulr] o3 Iequuay
ndurewr  e33uryes  sidojoyisd BIBOSS
[i[qejs Sued ISIPUOY DiflsuWl UBGIOH

!

ueuedAe[ad Jnpoig

0

Jue], [ eleig

wel 0pg

ueress[adusg njyep ejysuep

< 0o

aseq
BlEp WaISIs oY ueynini ueueie] [1sey elep

jnduidusw  uedningd BWLLoUad SEBINIag -

uesnini ewrrouad
edequa] uevueBAR] JOJRUIPIOOY  Epedoy
uesnini [isey uesiodeow uep ueiode]

unsndusw ueyninis ewneuad sednjsd -

uesning ewneuad edequis]
yo[o ueduaq Ip Sued uenini ueuede]

Sunoyiuowaw uesnini waquad sednjad -

‘ueynini
ueuede] eosed jnfue] >epun euedual
ueiIsmysipusaw ueynini uoquiad eSequiof

ewesiaq ueynlni ewwsuad sednjed

ueuele] jedepust ueqIOy
yesjes  uesyelasip jedep Iselsiunupe
uejeredsiad exeW SISLD{ ISUSAIIUL {Njun
uesnini Jey uwereq -‘snsey ISBULIOUl
uep ueyuRqIp SueA uBUBAR] ISBULIOJUL
‘uesinini jeins uefuap relIASIp uenimI
edequa] 9y ‘ueqloy snsnyy ueyningoy
ueyduequnedwow BlRS  (eue eyl
edrenpay yosjo Burdureprp ueduop ueqIoy

Tejuedusw  ueyn(ni ewwmouad sednjed -

“eAuedienay neje ueqloy uedusp
UENISEUIPIOONIp uep uexn(ni ([p ‘ersue]
‘Tersos xIyuos/eueduaq 1Isemyis ‘gaIv/AIH
‘seniqesip) SNSNUY UeynINgay NSBULIY]
ueymingay  ‘euedouar  ueydersiodwow
‘(ureqioy weyningay| rensss) snfnip uesye
Sued ueuede] eSequa| IsesyRIuapidusw

~ Qb ~




ueueie] efequo/vgdled YeLeandg

ueeuesye[ad jedwaj

91

ueseAeA enjoy /sipey Lep uesr] ueindal epy

euesye[ad Isyues

ST

eunjy nedng yo[o unyeiss ey [ uexeuesiep
[EWIUIW YBUE UBpP IIPUad SISBqIaq UBSBIINaY
uequoy wedunpurjrad ueeresguspAuad senfeay

ueqtoy epeday uedunpuijiad ueLI2qQUBN
ueqIoy

ueepelaqey uenyejLoquial yepl,
Jnejuasardal/ /ueuewreiAuay

ueMLI2quoW sniey ueueAejed ueny
Jen[ay Ieqasip yepi} ueq.roy

1seanid /ueqaoy ueeiseyelay edeluap

R4

R

ueuede[ad uejeure[asay
Uep UBURWIES)Y UBUIWE

euesye[ad eliaury 1senjeay

S e ). S o= B IO Rt —

bI

€1

ueqI0y UeNyereAusu yepry,
ueqloy 13eq jreqia) uedunuaday]
ueseAepiaquajy

nedwy

ueuede[ad ueuwrep

cl

‘8uelo 9 :vygdled
3uelo | sosyad

suelo ¢ : eul nqure]

— NN

euesye[ad yejunp

IT

JeINS : M[E[oUWl UBUBAE]
uesendyepney seje uenpedusw jedep tode[ad

urejduwoy swstueya

o1

WLD{SI JBSEY

BUI NQUIBT JNIN3II(]
Vadlod emay
[RISOg SIDRY]

— o

reuzajur wesemesuag

‘(seyiqesip) snsnyy
uByNINGaxIaq UeqIoy JNjun JeIeAs!
eseyeq Jesep uendweway BI[IWUIN °

ewesel1ay uep Iseurpiooytaq uenduwreway *
aatsuodsal ‘yeurel ‘1aqIsdal ‘ueqioy
ueyereAuaw yepn ‘nedws : deyig -
Yeuy uep I3pPUa) SISBqIdg UBSEIINIY
3uejua) vy uep HGY ‘(0102/10 ON

<

~6t,..._




R

ﬂﬁnaﬂ““ﬁﬂ r ‘ueyninr eueosuas nexedadusw sjmyun nfnp Fues ueuele|

uesning NUDW | snsex swnsay efequa] vefusp SBUIPICONIaq BAWN[UE[es wep ueninjasiad
BUBIUIY 0z ‘uodfay, - Tequiof ISIduar vAUREIeNnyey/ ueqios vjurwaw Surdurepuag | ¢

snfnap 1aqunid @ MLV
wesye Suek ‘reyndwoy -
ueueAe| wahing g, - ‘eAuedren|oy neje ueqloy weSusp UEHISLUIPIOONIP UEP ([P
) ¢ ¢

edequial gnstde - ‘ersue| ‘TRISOS YIJuod /euesuaq ISendis ‘SIV/AIH ‘Senpqesmp)

uofed % weue ey < SNSNIP] Ueyningas] yNseurta) ‘ueyninl ueyningasy uep eueoual

Ieyep MU efequay ueydersiodwomw ‘Ueqloy ueyningay ueduap rensas ynfnap
eAuepy 09 IS D) - ueye Fued veuede] eSequal sesynuapiBusw ‘Suidwepusg | ¢

‘ueuele]

efequa] eR) /G)NCdVEdQ ereday nele/uep ydd Ldn ereday

ueduep ISeUIpIooNIaq snsey ueuefueuad JojeuIpIony ‘Brefou

/1sunaoxd rejue snsey ueynini yerepe uexning rey urereq

s 'SISLIY ISUAIa)UT UBURAR] uesjedepuaw

ommsay - J ueqIoy yepeies ueynyenp jedep nn uelode] SISLD{ ISeNIS WeR(]

U isisodstp ‘uenfnjastad uep ueres uespedepusw Ynun snsey veueueuad
sisodsi(q cl . .—.un,ﬁo.A - IojeUIpIo0d epeday ueynini ueuede] uexloderow Surdurepuag | 7

weynfns o
eynINgas
uep “resjza Jued eduure] Furdurepuoad
weueAe] .

snsey nu IsepuswoNay - “ _An uep uenpeduad ueewnzouad se8meag Lrep ([p ‘rersiosoxsd

eyewaw Juap | snsey ‘stSojoyrsd ‘wewre yewms ‘sipaw ‘wnyny) ueynin: ueuele|

sefnjod IonuiIoy - ISEpUaWoaI uep snsey amuiof Lelefodwam Furdurepuag

NVIACOA NVNVAVTEd 3NaISOAd NVOVE

!om...



aseq elep

wa)sTs
urerep
induriag
ueuede| U jouwIjul - aseq ejep
ere(] o¢ 1ayndwoy - we)sis 2y ueynina weuele] nsey viep nduiusw Furduwrepusy
ueynin
uerede| UIN 1und - nfue] yepun sey epeday
trexode] 0g andwoyf - 4+ ueynini sey ueytodeow wep uerode] unsniusw Burdurepuag
selrodsiren
jere %
nfuer syepun
nfue| ueeedosay
Hepup ue sey -
euesyefad UL mvn ,Hm »r ‘ueyning ewsuad efequay yajo
ISRULIOJU] 0g uep uodjay, - ueiraq p Sued uesn/na ueuede] Sunojruomwaw Fuidurepuag
nfue| uejeen )
yepun ue nua Tequay - _Hﬁﬂ_ ‘uesnfni veuede] eosed ynfue| yepun euweousl
yexedasay 0¢ MLV - ueyIsnysipual uveynini uveuele] efequial euresiaq Furdurepusg
‘2urjuo/ [eniaa ISeIUNWoY Infe[aw uenyerp jedep
BAUESTI INQISIa) SNSNYY ISENIS Tefuap rensas uesnep
yedep uesin(ns vewede] ‘snsnys| Isenyis pelia) (ey urere(]
‘ueuele] yedepusur ueqioy
yelajes uexyriasip jedep sensmutupe uejereisiod exen ‘SISLy
[ 3 Isusalajul Ueynini [ey wepe( ‘SNSeY ISBULIOJUl URP URNLIaGIP
wesmfng msmmax oMu.a”mum . Sue/ ueuele] Iseuwopun ‘uvenlnjesiad requs) ueUNEs ‘uesning
awﬁmwﬂ va_ﬂunhh umw:.m N jems uefuap rejsasip uesnini efequoay oy ‘eqioy snsnyy
yedepusw s .E.wvoaoé ueymingey veyfuequmtadurow Biias (yeue eyrl) eSrenoy
ueqIOy 09 | % 1seyodsuery, - yoaro Burdureprp wefuap ueqioy rejuefusw Furdurepuay

lﬂm!




IISTEWIUTWIP Ueye

(esynw dejel) SunsBue uenwaliad euewWip 61-AIAQD

[WI9PURJ BUIR[S ISTPUOY Jrex1d) Jode[ad epeday
ueNMISeEuwLIojuIdusw uenpeduad ewLIaudd sedniad ‘¢

‘[EME USWSISE Ul nye[ouwl uesusp

uexynluerp uexe exew Sungnyia) esiq odejad exil

‘10derad sejuoduaw ueduap ueiode] nnluepyepurusaw
ueye (dd) uvenpeduad ewLauad sednjad ‘g

‘SINS undneje ddysiyeym ‘uodafa], mpeour
jqreq auIpjoy Jowou repuenpeduad seuLiojur uep | aumpoy
ISB}[NSUOY BWILIdUdW uenpeduad ewLauad sedniad ' BIA uenpesuad

inpoasoid uep ‘owsiueloy ‘WwAISIS | €

‘npedia], ueueie[ad jeLreja.nfas a3 uodjousws ueipeloy
/emnsuad nyejle8usw  /yeyrewr SueA JeeIBASBIN ‘€

‘npediy [rewd ‘dn yeym
ueueie[ad jewrelarsas 93 uodRuaw ueqloy e3Ien[ay ‘g ‘uodapa2uruo
‘npedia], mreaw
ueUuRAR[dd IJBLIBIAINOS oY WIpuas uodpusw ueqioy "I uenpeduad

[ wendwaiad) ueseiayay ueqloy ‘€

"LIP Seljuap! redeqas yeyIN jeins
uep  SPI/WIS/dIMuedieyiredwow  snIey  UeQIOY ‘g
‘Buel ueduedeplad UBp UBIBJURB[OUIJ ‘[ENSIag‘SDIsd ueuedlefad
isty) UBSBIINaY repegusw gued ueqioy ‘| uejeiedsiad | Z

BUN usjedngey] Ip UBSBIaIY
ueqroy euy uep uendwalsg  ueBunpurpiag
guejua} 610 UuUnye] LON YeIieEp UBIN}BIa{ 'Y

‘ueyejuLIduWad ISeSIurupy

INpasold reuoiserad() Jepuel§ ueuUnNsSnAuaj UBWOPI]

Suejua) giQg unye], G¢ JOWON ISBINOIlg ISBULIOJOY
eredou jerede ueeunSedepuad I1nUIW URINBIY] /.

"I9puad siseqraq

ueselayay ueqtoy npedial uevuedeed JIepuelg
suejual O[0Z unyel [ 'ON YeBJULLRWRJ UeInjeldd ‘9

LAaM

ueqioy ueyinuwad ‘eweselioy up ueered3usaiad
Sueiusl 9QQz unyel, $ 'ON YBJULIDWSJ UeINjBIdd 'S

‘ueqtoy uep syeg uedunpuiprad

duejual 900z unuyel ¢ °'ON Suepupn Suepun ‘¢
"‘8ueio ueuedepiad vUEpl]

yepul], 3uejual 007 unye], 1g "‘ON Suepun Suepun ‘¢
‘euy uesunpulpag

3uelusl 10z unyelL S¢ ON Suepun Suepun g

LA 8uejual 10z unyey, £z oN Suepup Suepupn ‘| wnyny Jeseq | [
uerern uauodwoy oN
VNAW NALVINEVY VNV
NVONNANITIAd ‘NVAdNAIAd NVVAVANAGIWAd SVNId @ NOLVNIQNOOM

NVAAVONId NVNVAVTIEd ODNVAId
«61-AIAOD TWHANVd VSVIN YAVd.,

VNAOW NILVINEVY Id IVNV
NVA JEANTD SISVENTE NVSVITNIN NVEIOM NAVJIFL NVNVAVIAd dVANV.LS

VNNOW NHALYdNEVH 1A YNV NVA YJAANTD SISVEIAG NVSVIATIAN
NVEIOX NAVdIHL NVNVAVIEd VAVd NVNVAVIAd dVANVLS ONVINAL

0202 NNHV.L JOWON
VNNOW LLVdNE NVINLVIEd NVIIdAVT

.-..zg.-..



‘JeIns yejoy | swisiueyal | OT
[eulajuy
'veda seulq eredsay uesemedusad | 6
Tesep 3uiesuoy uedurensy BIIWRN ‘|
¥req 3ueA ISexIuNWoy HIIULN "L
‘ueqioy ueuedueuad uendwrewsy reAundwsy ‘9
uegunreliaq ef1oy disund-disund weyeuwapy g
UBSBIINOY
ueqioy 18eq ueueleled disuud-disuud TWeEYBWIN ‘b
sasyelp jedep SueA ueUueRAR| JIBUIS)E
yesao} 1seunojur  ueyredweduswt  uendwewdy ‘¢
yeue
ueSunpurzad uep 1epuad ‘WvH Joedsiad reAunduLpy g euesye[ad
uaunruoy uep nedwa DITWaN | 1susjodwoyy | 8
doyde| 4
BUSJ 9
sensagdar nyng g
sdnjeym ou ¢
[fews yewere °g¢
SUIIOY ON °C
uenpgduad 3ejuoy ISeuLIojul }a[jes]/ ueIeqads | eueseseld eueiesg | ,
‘ueqoy ueqyningip
dueAd ueuede] ynjun ueynini eSequal ISENYNUIPULID], "t
‘ueqJuos uByningay IS ynopuLdy, ‘¢
‘ueqloy
rurererp SueA ueseioyay snsey siual IseyyniepuLIal, ‘g
Sepn neje ueuedeed nfuepepun ‘uodaral Infe[ew
yedepusw uep rueie[lp ueqioy uesninday epy °I uenpesduag
indino uep ueuede[og ynpoid | 9
-0 4y Juiey /edelg | §
‘uoda[a) mpeew
JjuswI )9 uenpeduag
: ueress[oAuag niyep eysuep | 4

“emnsuad /uerpeloy 13ojouoly UeNSI[NUIA
‘eIpesia) JueA aseqejep neje/uep suljoy ueiode]
Tequo] eped uenpeduad denss el1oy uejejed/elisurny
Jejedousw1 uenpesduad uenpeduad sed3niad 0]
¢ 1dd uedurre(/ ejo83ue / ueuele]
epeduad edequol ueduap ISBUIPIOOY UBNNNEBRIN ‘6
Heue Hreqia
uegdunuaday ynjun ueqloy yniun ueyyningip Suek
ueueRAR] UBHSNINWAW YNjun Uedueuamas| D{[Iusw
reuoisajoud edeus) uedusp ewresiaq sednjad exew
durdurepuad neje/uep rem reAundwow syepn 84 seue
1Beq) ‘Buresuoy yema] ueqrod ueyningay ISeNyRuap] ‘g
‘ueleyasay [oxojoid uedelouaw ueduap
ueq.uoy nexguelusw ynjun Suirduwrepuad ueseSnuaw
snsey ueuegdueuad 10jeUIpIo0d Bxew uesdurd neje
yered exn| ‘UexaIa) urepes)y Weep ueqloy erqedy ‘2
snsey ueuedueudd IO1BUIPIOOY] epeday
INnQgesia) uenpeduad ueNSNISUSW UBP ISP YB[a)
Suef nnuioj BWLIaULW UeNnpedusd ewWLIdudd sedniod ‘9
‘elep ueeBISBURI3Y
uep ‘ueuede| disund anpasoid ‘ueqioy ewLp Suek
ey Isewaojul ¢ uweueAe] ueyniay /ureidwoy ‘eleiq
‘aeuede] anpssoud J1ex1a] [SEULIOJUT UBNLISqUIDN G
‘1odejow 3ueA jexeredsew neje/uep UBQIOY
epeday up ueyeuazytadway uenpeduad se8niag ‘¢

~ 0 &




g1 Ienelaads ‘g

ueUBAERT] BSRqUIY] JBLIBIODS 7 ueeuesyejad
VZdlid IeHBla ™S jedway], | 91
nyeeq Sued ueduepuniad ueinjeirad ueduap 1ENSIS | euesye[ad Isjues | §T
ueuBAe] B3equiT Jn¥aIi(]/enidy '€
Mg piiruew Sues esa( eredsy] ‘g
vedQ seurq eredsy ‘1
: Yoo unyeias ey
¢ ueyeuesyenp rewnurw  uenyenp uendwoasad depeyisn euesye[agd
ueselaydy snsey uenpeduad ueered3useAuad 1senjeay | efroury ysenjeaq | 1
‘IS3es Uep Uueqloy epeday uesunpuiplad UedLIaqUBdN
UBq.IO0Y UBEPRIaQqay UeNNUEILIaquIaul Jeprl ¢
Jnejussaidal ueuedejad
/ueueweiuady ueyLIRqWLAW shniey ueuedead Jueny ‘g UBjeWE[oS9Y
Ienyay Jeqasip uep UBUBWIEDY
Mepn ueqioy 1seaud/ueqioy ueeiseyersy edelusp | ueupwepr | 1
ueqoy ueyyereAusu yeply, ‘¢
ueq.Joy deq yreqts) uedunuaday ‘g
uexeieplaquI 'z
nedwy | ueuelejad
ueulWeP | ueduap UueLIaqIp ueuBAB[ad ueuiwer | Z1
yg7 1p uenpesduad se8mjad Bueio ¢ ¢
eul nque] unpeduad sednjad Suero g ‘g euesyejad
vedled Ldndueio g | yewnpe | 11
[rewy ‘g urejduroy

~-bg~




‘61

-AIAOD 1sejost ueuedueuad njrad ueqloy e[Iq JNSBULId)
‘61-AIAOD ueremuad ueyedaouad Jrexla) SUIUAIOS
INULIO ISISUSWI [SEULIOJUT ‘6 T-QIAQD Uere[nuad
ueyes8souad anpasoid eues ‘yejunowad ynfuniip Sued
Sy /aNSy /sewsassng Ip Inpasoid reusgusuwl Ueq.loy
epedoy ueyserelfusw Surdurepuad / sipaw sednjad
"Ue)BeYosayIJesEp

[030301d rensas usised yngni nyns uensewWaw

uep (paresjul I191oWOULISY] )} eq ) J9JoWoULIdY}
uexeungdusw ynqni nyns esyuad 1p yepns ueq.loy
‘ueuedueuadsasoid yepnsss uep

‘eure[es ‘wrnjeqas uereliaq erepn ISe[NIIIS UBNISBWIN

“1919w g erelroq Sued siny uexjedway, °

‘nnyep yiqajisl UeN[LIalsip

yepns ueSuend UeSewisll [e[a] Sipaul sedniad
Iosejiuespuey ueyeungdduow nfe[es uep

uejeyosay [oxoloid ueduap rensss (Jy ueyeungdusaw
uejeyasay sednjad uep ueqroy ‘Suidurepuad

UIUO BIBISS

ueJejjepusw yepel njnyep yigsus; suidwepusd

K4

!

ALOen{isd uep
SIpojy uBuBAR[ed

inpasoid uep ‘swsjueyay ‘walsis | €

qipiAuad wrep YN ueesiuawad ueejururiad jeing
MiprAuad Lrep winsia ueejuruiad jeing

K4
‘1

: [e89] oorpawt
ueueie[ad 0

~ (uesxepun ueninjasiad) Juadouod paurnioju]

‘ure] ueqaoy surdwrepusd /jexeredsew Yoo
1durdurepip Lirpuss ueje(] : 3unsdue] Suelep ueqioy
‘ure| uejeyasay SeIse) nele ‘WS

‘aerstjoday ‘usjednqey Jdd Hep ueyninijeins epy °

g

K4

ALoen{isd sipaw
ueueie[ad ‘q

~ (stpowx uexepun uenlnjesiad) juaouod pauuofuy -

‘ueqloy Suiduwrepuad /jexqereidsews ys[o

Burdurepip Lirpuas Sueje( : Suns8ue] 3uelep ueqIoy °

"eAuure] UB}eyasay SE}I[ISe] neje ‘NS

‘uersijoday ‘usjednqey [dd wep ueynini jeins epy -

SIPOA UBUBAR[2d

e[ad uejeredsiag | Z

eunjy usjednqey 1ip
UBsSeI9Na9y ueqloy yeuy uep uendwaisg uedunpullrdd

duelusl (IO UNUeL LON Yeldep UueInjeIdd °

‘ueyeljuLIsuwad ISensiurupy
Inpasold [euoiseiad( JIepuel§ ueunsniusd UBWOP3d
Sueual gi0z unye], G¢ JIOWON ISEINOIlg ISBULIO)oy]

eieSou jerede ueeundedepuad 1QUAW UBIN}BI

"19puad
SISB(I3( Ueselasay ueqloy npedis) ueuelejad repuelg

dueluay Q[Qz unyel [ 'ON YejULIRWSJ UBINIBIS]

LA
ueqioy ueyinuog ewesellay up ueere3dusiesad

duejusl 900z unyel $ 'ON UYeJULIdWS{ UBINjelsd °

"uUeqIOoy Uep

1syeg ueBunpurred Suejus) 900z unyel €1 'ON NN -

‘Buelo ueuelepiad eueply

yepuy], 8uelus) L00g unyel 1 ‘ON Suepun Suepun -

‘Neuy uedunpuiprad
3uejual  $IOg unyel Sg¢ ON Suepun Suepupn
LA Suejual 10z unye], £z oN Suepun Suepun

K4
1

wnyny Jeseq | I

uerein

usauoduroy ON |

ansA

.
.

AOLVNIQIOOA

SIGEN NVNVAVTId DNVAId



Jo WNSIA UBISB]USWNNOPUSW JIes Jewny sesniad 11 ]
wnyrgen{isd jo WnsiA wep wnjiadal 39 WnsiA
[Isey uespiqiauaw 19)3op uresyuawad 1sey req ol
wnyLyenisd
19 WNSIA Uep YyHA ueesyuawad uenyepuw 19pjod ‘6
‘nyfeed euresiaq epelaq Mepn ueyedsunip
SueA eSrenjoy JeSe ISB[OST BSBW BUIB[3S BIIen[oy
}ynun uewy yewny /1s)fays uenpued jnmisp
‘sejiiqesip ueduap edrenjay vjosdue ‘eisue| ‘yeue
naadas edrenyay uedung3due)] Bpe BIq }YNSBULII) ‘ISB[OS]
ueueA®R[ Ip BPRIAQ BN 61-TIAQD juisod uexejeiurp
uequoy eriq uedersiad ueysnysipuaw sedniad ‘g
‘6 1-AIAOD Iserosi ueuedueuad niiad ueqiox
B[Iq ynseusd) ‘61-qIA0D uele[nuad ueyedoouad
Jre319) SUIULaI0S JI[NULIO] ISISUQW ISBULIOJUL ‘61 -(IAOD
uerenuad ueyedaouad Jnpasoid BlIas ‘YyejuLiowad
sinfunyp 8ued S /NSy /sewsaysng Ip Jnpasord
reuaduow ueqloy epeday uessealusw sedniad L
‘ueyeyasay
JTesep [030joid Tensas Ueqloy Yyngni nyns ueyqnseuraw
Uep (poJeljul I9}9WOoULIBY],) JBquId) JOJoWOULIDY)
ueeungddusaw ynqnj nyns esiuad Ip ueqioy ‘9
‘ueuedueuad sasord yepnsos uep
‘ewre(as ‘wrnjaqes uerellaq erepn ISE[NIIIS UBHIISBWIN G
‘nmnyep yiqariay
Ue3{[LI9)SIP YEPNS UBSUEBIL UBNIJSBWaW Ye[a) Sesnjed ¢
Jasejiuespuey ueyeungduaw nees uep
uejeyasay [oxojoid ueduap rensss (dy ueeunsdusw
uejeyssay sednjad uep ueqloy ‘Surdwrepusd ‘¢
ISBULIJUOMJS} yepns yHA ueesyuawad renpel
emyeq ueinsewsw ye[es njnyep yigsjss suidwepusd ‘g

uersijoday
yeyld wrep wnyLnen{isd jo wnsia uep wniiadag
1o wnsia ueejuruiad ewILdUSW (JNSY SeSNiad | qHAA ®
[E39]00Ipay uBURBAR[3d
ure| sued

uarsed LIEP LIIPUISIS) UBNISEIUSWNNOPIP SIPaW UBIBRIBD ‘]
sIpaw 1sejr[iqeyal uep uenpadip exil idera) ueusquad €1
‘uerel jemel
}Njun UeMISBpuawWoNal Ip BAUYIQa[as ‘Jeintep jemed
neje snL dued 1isenyis nuefesusw Suek ueqroy yerepe
deur yemes uexjedepusw ueysnindip Suek ueqioy 71
s13ojox1sd ueesiLowad neje
uep Suelunuad ueesyuawad uesnye[p uesnpadip eng 11
‘(ueesoxtad
snses weep ueesyLawad YNSeural) yrpaw
weal ynjuaq weep uexduenyip 3ueA rensxas undnew
NISY {req UeseIaday NNQG-13{hq UBnuwauaW jnjun
J9130p yajo ueesyLwad uep Bsauweue uesnyenqg ‘ol
‘uejeyasay
ueueke] epeday reme sidojouorny uerode] uep ueynini
Jeins ueydeiduaw uee (ueqioy] Surdurepusd) se8niad 6
‘n[e[ad euresIaq epelaq yepn uesessunip
dueA eSrenjoy rede 1Se[OS] BSBW B[S BiIren[ay
jnjun uewy yewny /isjpys uenpued ynnispy
‘'seliiqesip ueduap edrenyay ejod3ue ‘Bisue] ‘Seue
nyadas edrenpay uedunsdue)] epe B[Iq JNSBULId) ‘ISB[OS]
ueuede] Ip epeIaq BNy 61-AIAOD jIisod uexejeiurp
ueq.oy e[iq uedersiad ueyisnysipusaw sedniad ‘g

~ QG ~




des3ua| adv

‘eueseserd

C
INSeN ‘1 ‘euereg

VNO S93 [ISeH 't

spisd uep ¥isy eredas yind ueqioy uenduwaisd ‘¢

sipaw uejemeiad ueuele] ‘g

(wnrenyisd

wniiedal 19 wnsiA jeing ‘YHA) (edajoorpawr ueuele| ‘| ueuede[ad
‘ueyningoy rensas sipaw ueueie[ad uexjedepuswl UBQIOY ynpoag
-0 Jue], / ederg

duernd esiq/yind /jeyss uexeleiulp uaised — wel g

! uejesa[aduag
niyem eysuep

uersijoday epedoy eAuure] yN $93 ered3uaaiuad
wnLojeloqe| neje A30[01g JIS[NOJO 10} ININSU]
ueunig ysjo uesrodeip ueesyuowad [iIsey ‘9
Vvedd yoro ynfumip Sued iuny neje snsnyy
sod n[e[aw vAuure] yN( so1 ereddua[eiuad
wnuojeloqe| neje A3o[org JE[NIIAON
10} ymnsu] veunyliy 9 ueqwun{Ip [pdureg ‘p
uejeyasay sednjad ysjo jodures ueniquresusg -0
nyjerad
uep ueqloy Lep [pdures ueliqueduad uenfnjyasisg ‘q
nxerad
neje ueqlox eyrd Lrep syes ya[0 uexisyesiq ‘e
! VNQ s93 [oduwres ueniqureduad ered ele] 01
BUNN dNSY MeEuw
(n>fefed wiep ure] ueyeq eyas [[p ‘ynquiel ‘ani ‘euuseds
‘yerep) YNQ 3891 ymiun nynq Suereq uenquresusd ‘6
‘nye[ad euresiaq epelaq
epn uexesdunip Sues edrenyay rede 1selosI BSBW
BUIB[OS BEIEN[oY YNjun Uewly Yewny /I93eys uenpued
sinfnispy selniqesip ueSuap eSien(oy ejo88ue ‘Bisug|
‘Seue njazadss eSren(ey uedund3ue) epe elq YnseuLs)
‘ISe[0s] ueURA®[ Ip BPRIS] BYNAY 6]-AIAQD Juisod
ueseleAurp uary eiq uedersiad uesisnysipuowt seSniag ‘g
"61-AIAOD 1se[os! ueuedueuad nprad
USI BIq 3nseulIdl ‘61 -QIAOD uerenuad ueyedsouad
JresIa) BUULa0s JI[NULIOJ ISISUSL [SBeULIOjUl
‘61-AIAOD uerenuad ueye8aouad inpesoid elios
‘qejunswad ynfunyip Sued gy /aNSy/sewsaysng 1p
inpssoid reusduow uarp epedsy ueyserofusw seSniogd s
UeJeyosay|
Tesep [03ojo1d Tensas usised yngqniy NYns UeNNSBWaW
uep (paJeljul I9}oWOULIAY ) JBqUIS) J9}oWOULIAY)
uexeunddusw yngny nyns esyuad 1p yepns uay ‘g
‘ueuedueuad sasoid yepnses uep
‘eureas ‘mmniaqas weeliaq BIEpN ISBINIIS UBNTSBUIDN g
‘nnyep yrqopra
UBSN[LI9ISIP yepns ueduent ueynseuwaw yeps) sesniad ‘4
Jesejluespuey ueyeungduaw nees uep
uejeyasay [030joid uegusp rensas (Jdy ueyeunssSuaw
uereyasay sednjad uep uequoy ‘Surdurepuad “yipikusg ‘¢
ISeULIJuO3Ia3) yepns YN [odures uepiqureguad
renpel uexnsewWaW Ye[e) NNYEp YIqaIo) Suidwrepuag ‘g
wnLojeloqe| neje
A3ojorg Te[nosjo 10§ 9InInsU] ueUnfiz 9 uespnluep
VEdd 9 ¥Ipiduad rep ueesyuswead uBBIUTILIDg ]

VNQ SAL
ISeNynuap| 'q

siptduad yajo wnsryenyisd
3o wnsia uep wnjradal 3o wnsia [iIsey ueiquedusd g |
wnyrgen{isd wnsia uep wnirodax

~ JC ~




[ 1s>es uep ueqJoy epeday uesunpuipiad UBHLIqUISN b

ueqIoy Ueepelaqay ueynyelLequiaw JepL], ‘¢
Jejuasasdal

/ueueurefuss ueLIqUIoW snrey ueueiead Sueny -

Jenjay Jeqasip

yepn ueqloy Iseald/ueqioy ueelseyelay edelusp

N

ueuede[ad
uejewe[asay
uep UeUBUIROY
ueuwep

€I

ueqIoy uesyereiusw YepLy
ueqJoy 13eq reqia) uedunuaday]
ueyeAepraoquia|

neduwy

— N |

dueio g

ueuedejad
uruUwIep

euesyejad |
yepunpe

zT |

IT

- dppL
BUEY 'O 'ON Iuej pewyy [ - JeWelY
BUNN ANSY
dNsy PRI b
dnsy ueuede[sd 3ueplg ‘¢
dnsy sewny ‘g
(sod 3[e10y]) Ip yeIns Jejo0y [
: INferaw
ueueAde| uesendyepliay seje ueynpesuaw jedep sodejad

urejdwoy
swsjueyap

]

ansy (reursjuf semeduad uenjeg) [dS
In{es yewny Jnyaaiqg

[euxajur
uesemesuag

T[Ue Is3es pelusw erpasiag -

“ewreseliaxaq ndurepy

* [euosdediglul uedungny uifefusw nduwep
Jewey

reqeg

nedwo D{IruaN

"Jeue uep I3puad JNIsuag

‘uejBYIS| SUBPIq IP UBI[YEIN DiI[IWIN

—~ Mt O =0

euesye[ad
isusjadwioy]

reqay dojdury 67
(jedures uenqureduadsnsnipjdojdure g yonod ‘|z
qems [edonq ‘pred vid LT
wnsia oxue[g '9¢
SIPSN Wexay 'S¢
snsnyy Jemel Jewey ‘47
uenquy "¢y
13o[01pey ZZ
wnlojeIoqe] "1
eAuuejererad ueduop ideigg, Aejd Sueny -0z
JUSSUOD PAULIOJUI UWLIOY 6]
snjels uloy ‘gl
dureq -1
J9SIOUT ‘9]
‘ueesoxtad sNSeY ynjun we[IuIeyy]

yedaouad jeqo ynseuns) ueynpadip Suek uejeqo-1eqO ‘GI
I AouRBiowy H1
udpag ‘gl
I9)oWIouLId], 7]
ISU9], 'TI1

JO¥S0191S 01

jeue UBUIBULIS] 6
esyLad pag
ureuLaq Sueny
esyuad ueny
[L23s n88un) Sueny
UBP[_JUISI
| Iasejiuespuey

M 10O~ 0

sejlrsej

neje/uep

..gg..



...59...

14 | Evaluasi kinerja | Setiap Triwulan
Pelaksana

15 | Sanksi Sanksi Administrasi
Pelaksana

16 | Tempat Rumah sakit umum Dearah Muna dan Pukesmas yang ada
pelaksanaan dikabupaten Muna
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BIDANG PELAYANAN PSIKOLOGIS

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA, LEMBAGA
LAYANAN
No | Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum

1.
2.

¥

Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang PKDRT.
Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Tindak

Pidana perdaganan orang.

. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang

perlindungan Saksi dan korban.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang
peyelenggaraan dn kerjasama Pemulihan Korban
KDRT.

. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang

Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan
berbasis gender.

. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur negara

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

2 | Persyaratan Pelayanan

¢ Konseling Awal 1. Adanya identitas korban
(Identifikasi dan 2. Kronologi kasus
assessment) 3. Adanya surat rujukan
e Konseling 4. Inform concern
lanjutan
3 | Sistem, Mekanisme, dan prosedur
Konseling Awal 1. Memastikan ruangan disterilisasi. Semprotkan
(Identifikasi dan kursi, dan seluruh ruangan dengan cairan
assessment) disinfektan.

Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan
(masker, hand sanitizer, plastik,dan map cadangan)
dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2
buah, id card, surat tugas, atau formulir layanan)
tersedia.

Pada saat konsultasi jelaskan prosedur COVID-19,

sampaikan bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk

keamanan dan kesehatan korban seperti:

a. Menjelaskan mengenai pentingnya jarak fisik
sekurangnya 2 meter

b. Menjelaskan untuk menghindari kontak fisik
dan berjabat tangan selama proses berlangsung

c. Menjelaskan jika korban membutuhkan mengisi
atau menandatangani dokumen, petugas akan
memastikan korban menggunakan hand
sanitizer terlebih dahulu.

d. Menjelaskan prosedur penyimpanan dokumen
dari korban oleh petugas (seperti: pulpen dan
dokumen korban akan ditempatkan secara
terpisah dan dibungkus plastik) penjelasan ini
untuk membangun kepercayaan dan
menghindari salah persepsi dari korban.

4. Jika korban meminta penjemputan maka akan
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menggunakan protokol penjemputan dan
pengantaran korban

Konselor melakukan assesment terkait dengan
permasalahan, kebutuhan, potensi, dan sumber
daya lain yang dimiliki korban dan membuat
rencana tindak lanjut

6. Konselor melaksanakan rapat pembahasan kasus

secara internal dan atau dengan pihak lain.

7. Konselor merujuk korban jika layanan yang

dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan
tersebut.

8. Konselor melakukan pendokumentasian kasus

Konseling lanjutan

1.

10.

Konselor melakukan rapat pembahasan kasus
secara internal atau dapat juga dilakukan dengan
mengundang ahli dari luar.

. Konselor memberikan layanan konseling psikologis,

dan layanan rujukan seluruh layanan yang
diberikan harus mematuhi protokol layanan
kesehatan.

. Konselor dapat melakukan home visit untuk

penggalian informasi

Home visit juga dapat dilakukan bila penanganan
lanjutan tersebut harus melibatkan keluarga/orang
lain di lingkungan korban.

Penjangkauan pada korban akan menggunakan
MOLIN (Mobil Perlindungan)/mobil lainyang
diperuntukan untuk pengjangkauan korban.

. Memastikan sebelum korban naik molin/mobil lain,

petugas memeriksa suhu tubuh
korbanmenggunakan termometer tembak. Jika
kondisi kesehatan klien dalam situasi kurangbaik,
maka penjangkauan bisa dibatalkan dan korban
dirujuk pada layanan kesehatan.

. Kapasitas MOLIN /mobil lain harus memperhatikan

Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) atau
maksimal diisi 4 (empat) orang.

Petugas Penjangkauan memastikan MOLIN /mobil
lain sudah disemprot dengan cairandisinfektan
sebelum digunakan untuk mengantar - jemput
korban. Semprotkan kursi,sandaran kursi depan,
alas, pegangan pintu luar, area pintu dalam, handle
atas.

. Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan

(masker, hand sanitizer,plastik, dan map cadangan)
dan penunjang kerja yang dibutuhkan (pulpen 2
buah,id card, surat tugas, atau formulir layanan)
disesuaikan dengan ketersediaan,lembaga layanan.
Pada saat penjangkauan, jelaskan prosedur COVID-
19, sampaikan bahwa prosedurini wajib diikuti
untuk keamanan dan kesehatan korban seperti:
a. Menjelaskan mengenai pentingnya jarak fisik
sekurangnya 2 meter
b. Menjelaskan untuk menghindari kontak fisik
dan berjabat tangan selamaproses
berlangsung
c. Menjelaskan jika korban membutuhkan
mengisi atau menadatanganidokumen,
petugas akan memastikan korban
menggunakan hand sanitizerterlebih dahulu.
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d. Menjelaskan prosedur penyimpanan
dokumen dari korban oleh petugas
(seperti;pulpen dan dokumen klien akan
ditempatkan secara terpisah dan
dibungkusplastik). Penjelasan ini bertujuan
untuk membangun kepercayaan
danmenghindari salah persepsi dari korban

e. Petugas akan mencatat dengan menggunakan
pulpen yang berbeda.

11. Sebelum menggunakan MOLIN/mobil lain, pastikan
petugas membersihkan tangandengan hand
sanitizer dan meletakkan dokumen korban dalam
kotak plastik yang sudahdisediakan.

12. Setelah kembali dari penjangkauan, MOLIN/mobil
laindibersihkan menggunakandisinfektan sesuai
dengan poin 4 di atas.

13. Konselor melakukan pendokumentasian kasus

Jangka Waktu
Penyelesaian :

1. 1-2 Jam (konseling awal)
2. 1 -4 Jam {Konseling lanjutan)

Biaya / Tarif

Tidak ada

Produk Pelayanan

1. Konseling
2. Konseling
lanjutan

Data dan informasi korban

Korban mendapatkan layanan konseling psikologis
Korban mendapat penguatan secara mental dan
psikologis

Korban dapat merumuskan solusi
permasalahannya.

b3

>

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

Ruang yang aman, steril dan nyaman

Tempat cuci tangan

Masker

Handsanitaser

Disenfektan

Mobil khusus

Map dan pulpen

Form data kasus, buku induk korban, Form

pelaporan, Form rujukan, File kabinet/almari,

komputer/mesin ketik, ATK

9. Tempat tidur, Poliklinik, Ruang Kasus, ruang rawat

inap, ruang Kerja, ruang Isolasi, ruang Kerja,
taman dan ruang bermain, perpustakaan, sanggar
kebugaran.

10. Lembar persetujuan korban, mobil/ transportasi ,
ruang tunggu, surat rujukan.

11. Buku-buku rohani dan perlengkapan beribadah

S W (00 B9

Kompetensi
Pelaksana

1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan
konseling dasar. (Konseling dan Konseling lanjutan)

2. Pengetahuan : peraturan perundangan yang
berlaku ( UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU Kesos,
Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG dan KTA
tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

3. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban,
fleksibel, ramah, responsive

4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama

Pengawasan
internal

1. KADIS PPPA

2. DirekturLambuina/pimpinanlembagalayanan
lainnya

10

Mekanisme
komplain

Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan layanan
melalui : surat

11

Jumlah pelaksana

1. Lambu ina : 3 orang
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2. Peksos : 1 orang
3. P2TP2A : 4 orang
12 | Jaminan pelayanan 1. Empati
2. Memberdayakan
3. Kepentingan terbaik bagi korban
4. Tidak menyalahkan korban
13 | Jaminan keamanan 1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak
dan keselamatan disebar keluar
pelayanan 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan/
representatif
3. Tidak memberitahukan keberadaan korban
4. Memberikan perlindungan kepada korban dan
saksi
i4 | Evaluasi kinerja Setiap Triwulan
Pelaksana
15 | Sanksi Pelaksana Sanksi Administrasi
16 | Tempat UPTD P2TP2A
pelaksanaan Lembaga layanan yang ada di Kabupaten Muna
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BIDANG PELAYANAN HUKUM

KOORDINATOR : BAGIAN HUKUM SETDA MUNA -
No Komponen Uraian
1 | Dasar Hukum 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang
PKDRT.

2. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

3. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana perdaganan orang.

4. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan korban.

5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang
peyelenggaraan dn Kerjasama Pemulihan Korban
KDRT.

6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang
Standar pelayanan terpadu Korban kekerasan
berbasis gender.

7. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

2 | Persyaratan Pelayanan
Bantuan Hukum

Korban datang langsung

Surat rujukan ( Rumah Sakit, Kepolisian, Dinas

Sosial, PPT Kabupaten/ kota dan NGO Lain )

Dokumen terkait kasus

Identitas korban dan pelaku

Korban datang langsung atau diantar pendamping.

Surat rujukan dari lembaga Pendamping.

. Buku register di Pengadilan

3 | Sistem, Mekanisme, dan prosedur

a. Bantuan 1. Sebisa mungkin jika tidak terdapat kondisi
Hukum emergency layanan bantuan hokum dilakukan
secara online

2. Sebelum melakukan konsultasi online, petugas
layanan hukum sudahmendapatkan list klien yang
akan dihubungi dari setiap Koordinator Pengaduan
baikmelalui group whatsapp atau email yang berisi:
a. Hasil asesmen awal
b. Nomor kontak klien yang bisa dihubungi
c. Waktu penjadwalan sesuai jadwal konsultasi di
masing-masing Lembaga.

3. Hasil asesmen awal menjadi rujukan untuk
didiskusikan kembali dengan
KoordinatorPengaduan sebelum menghubungi
korban.

4. Petugas layanan hokum akan menghubungi korban
dalam preferensi waktu dalam konsultasi, dan jika
3 (tiga)kali korban tidak merespon, maka PLH akan
menandai korban dan memberikan daftar korban
yang tidak merespon kepada petugas pengaduan
untuk memberi informasi kepada korban.

5. Petugas layanan hukumyang menghubungi korban
dari awal hingga akhir konsultasi sebaiknya adalah

| konselor hukum yangsama untuk menjaga ]

N =

Penegakan Hukum
Di tingkat Kepolisian

W b 0
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kepercayaan dan sekaligus menghindari risiko ]
adanya oknum yangmemanfaatkan situasi korban.

6. Konsultasi hokum dimulai dengan pendahuluan
dengan mengucapkan salam, dan selanjutnya
konsultasi difokuskan padainformasi hukum yang
dialami korban, upaya-upaya hukum yang dapat
dilakukan sebagaipilihan dan memberikan
informasi terkait bentuk layanan hukum yang
dapat diberikanoleh Lembaga layanan.

7. Mengidentifikasi kebutuhan korban akan layanan
lain yang sebelumnya tidak disebutkandalam
asesmen awal.

8. Menanyakan kebutuhan korban untuk melakukan
konsultasi lanjutan dan jadwalnya sudahdisepakati
bersama antara korban dan konselor hokum

9. Petugas layanan hukumMengisi data korban yg
isinya memuat identitas korban, kronologi kasus &
permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum.

10. Sebelum konsultasi ditutup memberikan informasi
jika klien membutuhkan layanan lain,Lembaga
akan menghubungi kembali dari nomor kontak
yang sama untuk menghindarioknum yang
mengatasnamakan Lembaga dan meminta biaya
layanan yang diberikanbersifat gratis.

11.Konsultasi ditutup dengan menyampaikan
kesimpulan percakapan dan mengucapkanterima
kasih untuk kepercayaannya terhadap lembaga.

Layanan . Membuat Surat Kuasa

Pendampingan . Mendampingi korban untuk proses pidana di

Hukum Litigasi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. dalam
pelaksanaan pendampingan di semua tahapan
proses hokum petugas konsultasi hokum
memperhatikan protokol kesehatan.

3. Mendampingi korban untuk proses perdata
(perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hak
nafkah anak) di Pengadilan dalam mendampingi
proses perdata petugas konsultasi hokum
memperhatikan protokol kesehatan

4. Meminta salinan putusan / penetapan pengadilan

5. Melampirkan surat keterangan psikologi atau
catatan konselor

N —

Layanan 1. Membuat Surat Kuasa.
Pendampingan 2. Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam
Hukum Non-Litigasi rangka mediasi.

3. Memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku
dalam rangka mediasi.

4. Menginformasikan ke Sekretariat Pelayanan
Terpadu Kabupaten

Penegakan Hukum

a. Ditingkat | 1. Pendamping mengkonfirmasi
Kepolisian a. Jadwal pendampingan kepada penyidik yang
menangani.Hal ini untuk meminimalisir
pembatalan agenda atau korban menunggu
terlalulama di Kepolisian.

b. Selain jadwal, pendamping juga mengkonfirmasi
agenda proses di Kepolisian. Hal inidapat
membantu pendamping untuk
menginformasikan kepada korban kebutuhan

yangperlu mereka siapkan. Berdasarkan agenda |
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tersebut, petugas juga dapatmemperkirakan
kebutuhan penunjang untuk pencegahan
COVID-19.

c. Koordinasikan dengan penyidik terkait upaya
meminimalisir penyebaran COVID-19 dalam
proses pemeriksaan (sterilisasi ruang
pemeriksaan, jarak antar tempatduduk berjarak
2 meter, penggunaan masker, mencuci tangan
atau gunakan handsanitizer sebelum dan
sesudah proses). Jika pihak Kepolisian tidak
dapatmemenuhi standar tersebut, maka
pendamping perlu menyiapkan kebutuhan
minimaluntuk klien, misalnya masker, pulpen,
dan hand sanitizer.

d. Informasikan kepada korban mengenai jadwal
dan agenda di Kepolisian. Jelaskanmengenai
prosedur keamanan COVID-19 pada korban dan
sampaikan bahwaprosedur ini wajib diikuti
untuk keamanan dan kesehatan korban,
termasukdisampaikan mengenai pentingnya
datang tepat waktu.

e. Untuk Proses Pendampingan pelaporan polisi
(LP), Pastikan peristiwa tersebut merupakan
peristiwapidana (analisis singkat unsur hukum)
dan korban membawa kelengkapanadministrasi
untuk pembuatan Laporan.

f. Pendamping memastikan tidak banyak pihak
yang ikut mengantar korban, pihak
yangprioritas ikut adalah yang mempunyai
kepentingan dalam proses hukum.

g. Jika korban memerlukan penjemputan, lakukan
prosedur penjemputan korban dalamsituasi
tanggap darurat COVID-19Memastikan
kelengkapan alat penunjang kesehatan (masker
untuk klien, handsanitizer, plastik, dan map
cadangan) dan penunjang kerja yang
dibutuhkan(pulpen 2 buah, id card, surat tugas,
atau formulir layanan) tersedia.

h. Jika korban membutuhkan penjemputan,
lakukan proses penjemputan mengikutiprotokol
penjemputan dalam situasi COVID-19

2. Pelaksanaan penyidikan

3. Apabila korban dalam kondisi trauma/stres,
dilakukan tindakan penyelamatan dengan
mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat atau

Puskesmas

4. Penyisik Mengajukan permohonan perintah
perlindungan

S. Penyidik Mengeluarkan Surat Permintaan Visum

6. Memberi penjelasan kepada pelapor / korban
tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya
termasuk restitusi

7. Penyidik Menjamin kerahasiaan informasi yang
diperoleh

8. Penyidik Menjamin keamanan dan keselamatan
korban

9. Penyidik Merujuk korban ke Lembaga Bantuan
Hukum ( LBH )/ rumah aman dan lain-lain

10. Penyidik Mengadakan koordinasi dan kerjasama
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11.

12.

13.

dengan lintas sektoral

Penyidik Memberi tahu perkembangan penanganan
kasus kepada pelapor dalam Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan ( SP2HP )

Penyidik Melaksanakan penetapan pengadilan
terkait penggeledahan dan penyitaan barang bukti,
perintah perlindungan bagi korban

Menyelesaikan dan menyerahkan berkas perkara
kepada JPU

b. Ditingkat Kejaksaan

1. Proses Pra
Penuntutan

. Dimulainya Penyidikan (SPDP)
. Menunjuk JPU untuk Penelitian dan Penyelesaian

perkara (P.16)

Menerima berkas tahap pertama

Melakukan penelitian terhadap berkas perkara
tahap 1 selanjutnya mengambil sikap apakah
berkas lengkap atau perlu petunjuk (P18) untuk
dilengkapi (P19)

. Apabila lengkap (P21) JPU membuat P24 atau

(Berita Acara pendapat) dan menyusun Redaksi

2. Penuntutan

N

L o

N

10.

11.

12.

. Menerima penyerahan tahap 2 dari penyidik yaitu

penyerahan tersangka dan barang bukti

Mengajukan permohonan perintah perlindungan

lanjutan

Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan

Melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Negri

Proses persidangan

Melaksanakan putusan pengadilan Dalam hal

proses pendampingan dikejaksaan

Pendamping terlebih dahulu memastikan jadwal

dan agenda pendampingan kepada Jaksa yang

ditugaskan

Mengkoordinasikan mengenai prosedur keamanan

pencegahan penyebaran COVID-19 kepada Jaksa

yang ditugaskan

Menginformasikan kepada korban mengenai jadwal

dan agenda, serta kelengkapan berkas yang

diperlukan

Petugas menjelaskan prosedur keamanan COVID-

19 pada korban dan sampaikan bahwa prosedur ini

wajib diikuti untuk keamanan dan kesehatan

korban, termasuk pentingnya datang tepat waktu.

Jika korban membutuhkan pengantaran, lakukan

protokol pengantaran klien sesuai masa pandemi

COVID-19.

Pada hari melakukan pendampingan hal-hal yang

harus diperhatikan:

a. Berikan masker, jika korban tidak mengenakan
masker

b. Hindari berjabat tangan ataupun kontak fisik
lainnya meski untuk menunjukkanempati

c. Jika korban butuh untuk mengisi dan
menandatangani dokumen, pastikan
korbanmengunakan hand sanitizer terlebih
dahulu dan sesudahnya.

d. Ingatkan apabila terjadi pelanggaran prosedur
keamanan COVID-19 pada prosespemeriksaan.

e. Memastikan kelengkapan alat penunjang
kesehatan (masker, hand sanitizer,plastik, dan
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map cadangan) dan penunjang kerja yang
dibutuhkan (pulpen 2buah, id card, surat tugas,
atau formulir layanan) tersedia.

f. Pendamping melakukan Screening Risiko
potensi COVID-19 dan Kondisi
Kesehatankorban. Jika kondisi korban tidak
baik, koordinasikan dengan Jaksa
mengenaikemungkinan penjadwalan ulang.

g. Pendamping memastikan tidak banyak pihak
yang ikut mengantar korban, pihak
yangprioritas ikut adalah yang mempunyai
kepentingan dalam proses hukum

c. Persidangan

1. Menerima pelimpahan perkara dari Penuntut
Umum

2. Menetapkan perintah perlindungan untuk korban
atas permohonan korban, kuasa hukum, polisi,
jaksa

3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang
memeriksa perkara

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk
memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke
datang ke sidang pengadilan

5. Pendamping mengkonfirmasiJadwal persidangan.
Hal ini untukmeminimalisir pembatalan agenda
atau korban menunggu terlalulama di persidangan.

6. Koordinasikan dengan hakim terkait upaya
meminimalisir penyebaran COVID- 19 dalam proses
pemeriksaan (sterilisasi ruang pemeriksaan, jarak
antar tempat duduk berjarak 2 meter atau
dilaksanakan siding online, penggunaan masker,
mencuci tangan atau gunakan handsanitizer
sebelum dan sesudah proses).

7. Informasikan kepada korban mengenai jadwal dan
agenda persidangan. Jelaskan mengenai prosedur
keamanan COVID-19 pada korban dan sampaikan
bahwa prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan
dan kesehatan korban, termasuk disampaikan
mengenai pentingnya datang tepat wakfu.

8. Pendamping memastikan tidak banyak pihak yang
ikut mengantar korban, pihak yang prioritas ikut
adalah yang mempunyai kepentingan dalam proses
hukum.

9. Jika korban memerlukan penjemputan dan
pengantaran, lakukan prosedur penjemputan
korban dalam situasi tanggap darurat COVID-19
Memastikan kelengkapan alat penunjang kesehatan
(masker untuk klien, hand sanitizer, plastik, dan
map cadangan) dan penunjang kerja yang
dibutuhkan (pulpen 2 buah, id card, surat tugas,
atau formulir layanan) tersedia.

10. Hakim memimpin pemeriksaan di sidang
pengadilan

11. Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim
mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang
dialami korban untuk putusan ganti rugi/restitusi
dan putusan tambahan berupa kewajiban pelaku
KDRT untuk mengikuti konseling

12. Putusan Hakim yang tidak memberi pertimbangan
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13. Menginformasikan kepada Sekretariat Pelayanan

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang ]

meringankan bagi terdakwa batal demi hukum.

Terpadu Kabupaten

4 | Jangka Waktu 1 =4 bulan
Penyelesaian :
5 | Biaya / Tarif 0
6 | Produk Pelayanan 1. Laporan hokum perempuan korban kekerasan
diterima.
2. Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan
diproses hingga persidangan
3. Perempuan korban kekerasan memahami prosedur
dan alur penanganan hokum
4. Perempuan korban kekerasan mendapatkan
layanan pendampingan selama kasusnya dip roses
secara hokum
5. Perempuan korban kekerasan mendapatkan
keadilan atas kasus kekerasan yang menimpanya.
7 | Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas
1. Bantuan Hukum 1. Tempat cuci tangan
2. Masker
3. Handsanitazer
4. Disenfektan
5. Mobil khusus
6. Formulir data korban.
7. Ruang Pelayanan Hukum (yang
ramah anak).
8. Komputer dan printer.
9. Transportasi penanganan kasus. |
2. Penegakan Hukum
a. Ditingkat Kepolisian 1. Ruang Pelayanan Khusus
2. Komputer dan printer
b. Ditingkat Kejaksaan 1. Komputer, printer,ATK
2. Ruang tunggu/ transit untuk
anak;
3. Ruang sidang
B c. Ditingkat Pengadilan
Tahap 1. Ruang tunggu/ transit untuk anak
Persidangan 2. Ruang sidang
8 | Kompetensi Penyidik / PenyidikPembantu Kepolisian, Advokat,
Pelaksana Paralegal
1. Menguasai dan memahami produk perundangan
perlindungan perempuan dan anak
2. Memiliki latar belakang pendidikan hukum
3. Pernah mengikuti pelatihan tentang penanganan
kasus
4. Memahami prinsip-prinsip kerja berjejaring
5. Mempunyai kemampuan dan kewenangan
penanganan korban
9 | Pengawasan 1. Irwasda, Kapolres
internal 2. Kejaksaan Negri Raha
3. Pengadilan Negri Raha
4. Bagian Hukum
5. Direktur LBH/Direktur Lembaga Layanan
10 | Mekanisme 1. Humas Polres,Kejari,Pengadilan Negri
komplain 2. Sekretariat P2TP2A
3. Bagian Hukum Setda Muna
' 11 | Jumlah pelaksana 1.

3 Orang Penyidik UPPA
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2. 2 Orang Pendamping P2TP2A
3. 5 Orang Advokat LBH Pekham
4. 4 Orang Paralegal YayasanLambu Ina
12 | Jaminan pelayanan 1. Cepat/ Responsif.
2. Profesional.
3. Non diskriminasi.
4. Empati.
13 | Jaminan keamanan 1. PrinsipKerahasiaan
dan keselamatan 2. Perlindungan Saksi
pelayanan 3. Ruang pelayanan yang nyaman
14 | Evaluasi kinerja Evaluasi dilaksanakan 2 kali dalam setahun oleh
Pelaksana 1. Kabag. Hukum setda Muna
2. Ketua P2TP2A.
15 | Sanksi Pelaksana Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
16 | Tempat Unit SatreskrimPolres, Polsek, Kejari Raha, Pengadilan
pelaksanaan Negri raha P2TP2A, LBH Pekham,Yayasan Lambu Ina.
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BIDANG PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA

No Komponen Uraian

1 | Dasar Hukum 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang
PKDRT.

2. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

3. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana perdaganan orang.

4. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan korban.

5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006
tentang peyelenggaraan dn Kkerjasama
Pemulihan Korban KDRT.

6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010
tentang Standar pelayanan terpadu Korban
kekerasan berbasis gender.

7. Peraturan mentri pemberdayaan aparatur
negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

8. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

2 | Persyaratan Pelayanan

a. Penyediaan Rumah
Aman (shelter)

b. Bimbingan Rohani

Adanya identitas korban

Kronologi kasus

Adanya surat rujukan

Adanya kesepakatan

3 | Sistem, Mekanisme, dan prosedur

a. Penyediaan Rumah 1. Penempatan korban dilakukan berdasarkan hasil

Aman (shelter) analisis risiko

2. Korban dirujuk ke Rumah aman

3. Koordinator Rumah Aman atau pendamping
berkoordinasi dengan petugas Rumah
Aman/Shelter terkait protokol pencegahan
penularan COVID-19.

4. Petugas rumah aman meminta korban mengisi
formulir kesediaan dan formulir screening untuk
ditempatkan di rumah aman/shelter.

5. Petugas rumah aman menjelaskan kepada
korban mengenai prosedur Shelter atau Rumah
Aman serta prosedur pencegahan penularan
COVID-19. Termasuk informasi bahwa klien
perlu isolasi secara mandiri selama 14 hari
sebelum beraktivitas bersama penerima manfaat
di Rumah Aman. Korban dapat tinggal di rumah
aman sesuai SOP dan diperpanjang jika kondisi
klien belum memungkinkan untuk dipulangkan.

6. Pendamping menyiapkan surat rujukan dan
laporan kronologis awal kepada Shelter/Rumah
Aman.

7. Petugas Shelter/Rumah Aman akan melakukan

| ____penjemputan.

1ol ol <8 a

N .
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10.

11.

12.

. Petugas rumah aman membuat catatan kerja

untuk dilaporkan.

. Petugas rumah aman melakukan koordinasi

untuk monitoring serta menerima laporan
berkala dari Penyelenggara Rumah Aman terkait
perkembangan klien di Rumah Aman.
Penandatanganan persetujuan tinggal di rumah
aman dan tanda terima barang titipan.
Penempatan kamar bagi korban dipandu oleh
petugas.

Apabila korban membutuhkan layanan yang
tidak tersedia di shelter maka korban dirujuk ke
lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan hasil
layanan rujukan diberikan kepada petugas
shelter.

. Mendokumentasi kasus

b. Bimbingan Rohani

10.

11

Sebelum proses bimbingan rohani pendamping
memastikan ruangan sudah disterilkan terlebih
dahulu.
Mengatur kursi yang berjarak 2 meter
Pendamping Memastikan sirkulasi udara
berjalan sebelum, selama, dan sesudah proses
penanganan.
Memastikan korban sudah di periksa suhu
tubuh menggunakan thermometer tembak
(Thermometer infrared} dan memastikan suhu
tubuh pasien sesuai protokol dasar Kesehatan.
Singkirkan benda yang dirasa tidak diperlukan
dari ruangan.
Pembimbing rohani menjelaskan prosedur
keamanan COVID-19 pada korban dan tekankan
bahwa proses ini adalah untuk kesehatan dan
keamanan diri korban, informasi yang perlu
disampaikan kepada korban adalah sebagai
berikut:
a. Informasikan jika kondisi korban tidak baik
sehingga pertemuan dapat dijadwalkan ulang
b. Korban dipastikan datang pada hari dan jam
vang ditentukan (tepat waktu) untuk
menghindari kerumunan di ruang tunggu
c. Korban akan diminta untuk mencuci tangan
atau menggunakan hand sanitizer sebelum
dan sesudah proses layanan

d. Korban kemungkinan akan diberikan masker

jika menggunakan masker pembimbing rohani
yang melayani akan menggunakan masker
selama proses layanan

. Pembimbing Rohani melakukan assessment

terkait potensi, sumber daya yang dimiliki
korban

. Pembimbing rohani melakukan konseling awal

sesuai hasil assessment

. Pembimbing rohani membangun pemahaman

bersama dengan korban tentang konsep
kesetaraan
Pembimbing rohani mendiskusikan dalil-dalil

agama dalam upaya pemecahan permasalahan
korban

. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan
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rujukan kepada lembaga pemberi rujukan
12. Pembimbing rohani Mendokumentasi kasus

Jangka Waktu 1. 1-2jam (Bimbingan Rohani)
Penyelesaian : 2. 1 -4 Minggu (Rumah Aman)
Biaya / Tarif Tidak ada
Produk Pelayanan
" a. Bimbingan Rohani 1. Data dan informasi korban

b. Rumah Aman 2. Formulir kesanggupan korban

untukmemilih /meneruskan layanan
3. Korban mendapatkan
perlindungan,pendampingan, bimbingan
sosial, mental dan psikologis
Korban mendapat penguatan
Korban dapat merumuskan solusi
permasalahannya.

o &

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

Ruang yang steril,aman dan nyaman.

Tempat cuci tangan

Masker

hand sanitizer

cairan disenfektan

Map dan pena

Form data kasus, buku induk korban, Form

pelaporan, Form rujukan, File kabinet/almari,

komputer/mesin ketik, ATK.

8. Tempat tidur, Poliklinik, Ruang Kasus, ruang
rawat inap, ruang Kerja, ruang Isolasi, ruang
Kerja, taman dan ruang bermain,
perpustakaan, sanggar kebugaran.

9. Kebutuhan dasar (makan, minum, kebersihan
diri, pakaian,dll), Perangkat sekunder,
perpustakaan, r. makan.

10. Form Kasus, lembar persetujuan korban,
mobil/ transportasi , ruang tunggu, surat
rujukan

11. Ruang yang nyaman, buku-buku rohani dan

perlengkapan beribadah

NS OE RO -

Kompetensi Pelaksana 1. Pendamping yang sudah mengikuti pelatihan
konseling dasar. (Konseling dan Konseling
lanjutan)

2. Pengetahuan : peraturan perundangan yang
berlaku ( UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU
Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010), KBG
dan KTA tentang Kekerasan Berbasis Gender
dan Anak.

3. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban,
fleksibel, ramah, responsive.

4. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama

Pengawasan internal 1. Kadis Sosial
2. Kadis DP3A

Mekanisme komplain Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan
layanan melalui : surat

Jumlah pelaksana Lambu ina : 3 orang
Peksos 1 orang
P2TP2A : 6 orang

Jaminan pelayanan Empati.
Memberdayakan
Kepentingan terbaik bagi korban

. Tidak menyalahkan korban

~P N

Jaminan keamanan dan | Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban
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keselamatan pelayanan

tidak disebar keluar

2. Ruang pelayanan harus memberikan
kenyamanan/ /representatif

3. Tidak memberitahukan keberadaan korban

4. Memberikan perlindungan kepada korban dan
saksi

14 | Evaluasi kinerja Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban
Pelaksana kekerasan berbasis gender dan anak minimal
dilaksanakan 1 kali setahun oleh
15 | Sanksi Pelaksana Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan
16 | Tempat pelaksanaan Sekretariat/Lembaga Layanan
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BIDANG PELAYANAN PENDAMPINGAN KASUS

2.

KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA, YAYASAN LAMBU INA
' No Komponen [ Uraian
1 | Dasar Hukum 1. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang

PKDRT.

Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang
Tindak Pidana perdaganan orang.

Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan Saksi dan korban.

. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006

tentang pevelenggaraan dn kerjasama
Pemulihan Korban KDRT.

. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010

tentang Standar pelayanan terpadu Korban
kekerasan berbasis gender.

. Peraturan mentri pendayagunaan aparat negara

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang  Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

Persyaratan Pelayanan
Pendampingan Hukum
dan Psikososial

Form kasus

Dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte
Kelahiran, Aket kelahiran, dll)

Surat kuasa atau surat pendampingan

Surat /lembar persetujuan (inform consent)

Sistem, Mekanisme,
dan prosedur
Pendampingan Hukum

. Petugas Pengaduan melakukan identifikasi

kebutuhan korban. Dalam hal korban
membutuhkan layanan intervensi krisis, maka
Petugas Pengaduan Dberkoordinasi dengan
Petugas pendampingan untuk penyediaan
lavanan krisis.

. Sebelum memberikan layanan

pendampinganhukum,medis dan sosial
pendamping harus memastikan layanan yang
akan dijalani korban sudah dijadwalkan dan
terkonfirmasi oleh lembaga pemberi layanan.
hal ini penting untuk memperhatikan
kepadatan kedatangan korban serta
ketersediaan tenaga layanan.

. Pendamping Memastikan ruangan sudah

disterilkan terlebih dahulu

Tempatkan kursi yang berjarak 2 meter.
Memastikan sirkulasi udara berjalan sebelum,
selama, dan sesudah proses penanganan.

. Memastikan korban sudah di periksa suhu

tubuh menggunakan thermometer tembak
(Thermometer infrared) dan memastikan suhu
tubuh pasien sesuai protokol dasar Kesehatan

. Pendamping menjelaskan prosedur keamanan

COVID-19 pada klien dan tekankan bahwa
proses ini adalah untuk kesehatan dan
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8.

. Dalam hal korban membutuhkan layanan

. Pendamping menyusun laporan layanan

keamanan diri klien o
Pendamping memperkenalkan dmya,
menginformasikan alur layanan pendamplngan,
hak-hak korban serta meminta persetujuarn.
Pendamping berdiskusi dan membuat
kesepakatan rencana pelaksanaan layanan
pendampingan  yang dibutuhkan korban
dan/atau bersama keluarganya (jika korban
berusia anak /disabilitas).

Pendamping melakukan asessment tujuan dan
kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban
(konseling,  psikologis, bantuan hukum,
reintegrasi sosial, penguatan spiritual, dll)
untuk menjadi bahan rencana pelaksanaan
layanan pendampingan.

Pendamping memberikan layanan
pendampingan yang dibutuhkan korban
(layanan konseling, psikologis, konsultasi
hukum, bantuan hukum pidana /perdata,
reintegrasi sosial, penguatan rohani dan
sebagainya) dan layanan pendampingan
lanjutan. Dalam hal terjadi situasi khusus,
pelaksanaan layanan pendampingan dapat
dilakukan sesuai dengan situasi khusus
tersebut misalnya dilakukan dengan virtual
/online /surat elektronik dan sebagainya.
Dalam hal korban dan/atau keluarganya
membutuhkan pendampingan hukum (pidana
/perdata) maka dibuatkan surat kuasa atau
surat pendampingan.

pendampingan dan tidak tersedia di Pusat
layanan terpadu di Muna, atau lembaga
layanan lainnya petugas pendampingan
berkoordinasi dengan pimpinan kantor/
lembaga untuk pelaksanaan rujukan.

pendampingan dan melaporkan hasilnya
kepada coordinator atau pimpinan lembaga.
Pendamping menginput data hasil layanan
rujukan ke dalam sistem data base.

Produk Pelayanan
Pendampingan Medis
Pendampingan Hukum
(pelaporan,penyidikan,
peersidangan)

1.

Jangka Waktu 1 hari - 3 bulan
Penyelesaian :
‘Biaya / Tarif  Tidak ada/0

Teridentifikasi masalah secara jelas, baik
ditingkat resiko maupun strategi penanganan
kasus

Korban pulih secara psikologis

Korban sudah mendapatkan layanan konseling,
layanan pemulihan psikologi dan layanan
pendampingan hukum

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

S0 ST QLN B (L0 10 e

Tempat cuci tangan

Ruang yang steril,aman dan nyaman
Masker

Handsanitazer

Disfektan

Mobil

Leaflet layanan

Banner alur layanan
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BIDANG PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI
KOORDINATOR : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA

No

Komponen

Uraian |

1

Dasar Hukum

. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang

PKDRT.

. Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.

. Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang

Tindak Pidana perdaganan orang.

. Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang

perlindungan Saksi dan korban.

. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006

tentang peyelenggaraan dn Kkerjasama
Pemulihan Korban KDRT.

. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010

tentang Standar pelayanan terpadu Korban
kekerasan berbasis gender.

. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur

negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

Persyaratan Pelayanan

. Formulir kasus

Dokumen identitas korban (KTP/KK/buku

nikah/akta lahir,dll);
. Rencana pemulangan, rencana perjalanan

dan rencana perlindungan keamanan

. Surat /lembar persetujuan (inform consent)

Sistem, Mekanisme, dan
prosedur

. Pendamping kasus mempelajari berkas

kasus yang membutuhkan Ilayanan
pemulangan dan berkoordinasi dengan
Koordinator penanganan kasus atau petugas
penerimaan pengaduan dan klarifikasi serta
Ka UPTD PPA atau Ka.lembaga layanan.
Pendamping memberikan lembar
persetujuan layanan pemulangan untuk
ditandatangani korban /keluarganya.

. Dalam hal pemulangan tersebut merupakan

pemulangan antar Provinsi atau Negara,
Kasi tindak lanjut melaporkan dan meminta
saran kepada Kepala UPTD P2TP2A untuk
selanjutnya Kasi UPT P2TP2A
melaporkannya kepada Kepala DP3AP2KB

. Koordinator penanganan kasus menunjuk

salah satu atau lebih pendamping untuk
mempersiapkan, mengkoordinasikan dan
memberikan layanan pemulangan

. Pendamping menyusun rencana

pemulangan, rencana perjalanan, rencana
koordinasi dan rencana perlindungan
keamanan dengan pihak keluarga dan/atau
pihak terkait

. Pendamping melaporkan rencana

pemulangan tersebut kepada Koordinator




~ 80 ~

(

dan/atau Kepala UPTD PPA dan/atau
Kepala DP3AP2KB

14. Pendamping menginput data pemulangan ke
dalam sistem data base
4 | Jangka Waktu 7 hari
Penyelesaian :
5 | Biaya / Tarif 0

6 | Produk Pelayanan

. Terumuskan rencana pemulangan, rencana

perjalanan, rencana koordinasi dan rencana
perlindungan keamanan pemulangan
(korban, keluarga dan petugas)

2. Korban mendapatkan layanan pemulangan;

3. Adanya rekomendasi layanan lanjutan dan
rujukan
7 | Sarana, prasarana, 1. Masker
dan/atau fasilitas 2. Handsanitazer
3. Face shield
4. sarung tangan
5. Mobil khusus
6. Biaya Transportasi
7. Akomodasi dan penginapan jika diperlukan
8. Formulir kasus /berkas kasus
9. Informed consent /Lembar persetujuan
10. Formulir serah terima
11. ATK
12. Nomor telphon penting, para pihak dan
nomor telpon untuk keadaan darurat
13. Rencana pemulangan
14. Surat tugas petugas tindak lanjut untuk
pemulangan
8 | Kompetensi Pelaksana 1. Memiliki perspektif HAM, gender dan anak.
2. Memahami prinsip-prinsip pelayanan bagi
perempuan dan anak korban, alur
pelayanan UPTD PPA, dan prosedur /SoP
pemulangan.
3. Memahami kasus-kasus yang  akan
dipulangkan
4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan
para pihak
5. Memiliki kemampuan komunikasi dengan
baik.
9 | Pengawasan internal 1. Ketua P2TP2A
2. Direktur yayasan lambu ina/lembaga

pengada layanan

10 | Mekanisme komplain

Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan
layanan melalui : surat

11 | Jumlah pelaksana

Peksos 1 orang
P2TP2A : 6 orang

12 | Jaminan pelayanan

Empati

Memberdayakan

Kepentingan terbaik bagi korban
Tidak menyalahkan korban

13 | Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

I S L SO I ST SN LTSN

o

PN i

Menjaga kerahasiaan korban/ privasi korban
tidak disebar keluar

Ruang pelayanan harus memberikan
kenyamanan/ /representatif

. Tidak memberitahukan keberadaan korban
. Memberikan perlindungan kepada korban

dan saksi

B H =S P = S ===
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Evaluasi kinerja

1. Evaluasi penyelenggaraan perlindungan
Pelaksana korban kekerasan berbasis gender dan anak
minimal dilaksanakan 2 kali setahun oleh
Kadis DP3A
15 | Sanksi Pelaksana Ada teguran Lisan dari Kadis DP3A
16 | Tempat pelaksanaan Sekretariat/Lembaga Layanan




BIDANG PELAYANAN RUJUKAN

[No|

KOORDINATOR

~82....

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUA_N ’
PERLINDUNGAN ANAK DAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUNA

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

1.

2.

Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang

PKDRT.

Undang Undang NO 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.

Undang Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang

Tindak Pidana perdaganan orang.

Undang Undang NO. 13 Tahun 2006 tentang

perlindungan Saksi dan korban.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006

tentang peyelenggaraan dn kerjasama

Pemulihan Korban KDRT.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010

tentang Standar pelayanan terpadu Korban

kekerasan berbasis gender.

. Peraturan mentri pendayagunaan aparat
negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

. Peraturan daerah No.7 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan di Kabupaten Muna

Persyaratan Pelayanan

I\

. Formulir penanganan kasus (Formulir
kasus, Surat pernyataan kebenaran
informasi) yang telah terisi;

. Identitas korban (KTP/KK/buku nikah/akta

lahir,dll);

Kronologis kasus secara lengkap;

Informed consent/Lembar persetujuan

. Laporan hasil identifikasi kebutuhan;

. Surat tugas pendampingan;

. Surat persetujuan pendampingan

Sistem, Mekanisme, dan
prosedur

=NoOwn W

Petugas penerima rujukan mempelajari
formulir kasus dan rekomendasi lembaga
layanan pemberi rujukan (hukum, medis,
rumah aman, psikologis, psikososial, dll)
dari Petugas penerimaan pengaduan dan
petugas Tindak Lanjut lainnya vang terkait.
Petugas penerima rujukan melaporkan
layanan rujukan kepada  coordinator
lembaga penerima rujukan untuk
mendapatkan saran dan persetujuan.
Dalam situasi krisis laporan ini dapat
dilakukan setelah korban mendapatkan
layanan intervensi krisis.

Dalam hal rujukan adalah rujukan kasus
antar provinsi atau antar negara,
Koordinator layanan penerima rujukan
berkoordinasi dengan Kepala Dinas atau
pimpinan lembaga

Petugas penerima rujukan, mengidentifikasi
lembaga layanan yang akan dirujuk (sesuai
kebutuhan  korban), mempersiapkan
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rencana, kebutuhan termasuk kebut}lhax}

khusus (disabilitas, HIV/ AIDS, situasl

bencana/konflik sosial, lansia, dll) rujukan
dan dikoordinasikan dengan korban atau
keluarganya. _ )

5. Petugas pemberi dan penerima rujukan
harus memastikan penerapan protokol
kesehatan  dalam  pengantaran  dan
penjemputan korban ke lembaga layanan

6. Pengantaran dan penjemputan korban akan
menggunakan MOLIN (Mobil
Perlindungan)/mobil lain yang diperuntukan
untuk pengjangkauan korban.

7. Petugas pemberi dan penerima rujukan
memastikan sebelum korban naik
molin/mobil lain, memeriksa suhu tubuh
korban menggunakan termometer tembak.
Jika kondisi kesehatan korban dalam
situasi kurang baik, maka penjangkauan
bisa dibatalkan dan klien dirujuk pada
lavanan kesehatan.

8. Kapasitas MOLIN/mobil  lain  harus
memperhatikan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) atau maksimal diisi 4 (empat)
orang.

9. Petugas pemberi dan penerima rujukan
memastikan MOLIN/mobil lain sudah
disemprot dengan cairan disinfektan
sebelum digunakan untuk mengantar -
jemput korban. Semprotkan kursi, sandaran
kursi depan, alas, pegangan pintu luar, area
pintu dalam, handle atas.

10. Memastikan kelengkapan alat penunjang
kesehatan (masker, hand sanitizer,plastik,
dan map cadangan) dan penunjang kerja
yang dibutuhkan (pulpen 2 buah,id card,
surat tugas, atau formulir layanan)
disesuaikan dengan ketersediaan lembaga
layanan.

11.Petugas penerima rujukan  menjelaskan
prosedur COVID-19, sampaikan bahwa
prosedur ini wajib diikuti untuk keamanan
dan kesehatan korban seperti
a. Menjelaskan mengenai pentingnya jarak

fisik sekurangnya 2 meter

b. Menjelaskan untuk menghindari kontak
fisik dan berjabat tangan selama proses
berlangsung

c. Menjelaskan jika klien membutuhkan
mengisi atau menadatangani dokumen,
petugas akan memastikan  klien
menggunakan hand sanitizer teriebih
dahulu.

d. Menjelaskan prosedur penyimpanan
dokumen dari klien oleh petugas
(seperti; pulpen dan dokumen klien akan
ditempatkan  secara terpisah dan
dibungkus plastik). Penjelasan ini
bertujuan untuk membangun
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

kepercayaan dan menghindari salah |
persepsi dari klien
e. Petugas akan mencatat  dengan
menggunakan puipen yang berbeda.
Sebelum menggunakan MOLIN/mobil lain,
pastikan petugas membersihkan
tangandengan hand sanitizer dan meletakkan
dokumen korban dalam kotak plastik yang
sudahdisediakan.
Petugas penerima rujukan mengantar korban
dengan didampingi oleh keluarga (jika anak)
serta mempertimbangkan kebutuhan khusus
korban, ke lembaga rujukan disertai dengan
surat rujukan, informasi layanan yang
diberikan dan informasi kasus. Dalam hal
rujukan untuk intervensi krisis maka
persyaratan administrasi dapat diserahkan
setelah korban mendapat layanan
Petugas penerima rujukan bersama lembaga
pemberi rujukan mendiskusikan rencana
tindak lanjut pasca layanan rujukan.
Petugas pemberi rujukan memonitoring
layanan rujukan yang di berikan oleh
lembaga penerima rujukan
Petugas penerima rujukan menyusun
laporan dan melaporkan hasil rujukan
kepada koordinator layanan lembaga
penerima rujukan
Petugas penerima rujukan menginput data
hasil layanan rujukan ke sistem data base

Jangka Waktu 290 jam

Penyelesaian :

Biaya / Tarif 0

Produk Pelayanan 1. Korban memiliki kondisi yang stabil secara

psikologis sehingga mampu kembali ke
lingkungan keluarga dan masyarakat;

2. Korban memiliki informasi hukum yang
dibutuhkan;

3. Korban sudah mendapatkan layanan
konseling, layanan pemulihan psikologi dan
layanan pendampingan hokum. ]

Sarana, prasarana, 1. Mobil khusus
dan/atau fasilitas 2. Tempat cuci tangan

3. Ruangan yang steril aman dan nyaman

4. Masker

5. Hand sanitizer

6. Cairan disenfektan

7. Lembar disposisi

8. Lembar rekomendasi

9. Lembar persetujuan /Informed consent

10. Resume kasus

11. Daftar lembaga layanan
12. Surat rujukan

13. Alat Tulis Kantor;

14. Telepon

15. Transportasi

16. Komputer

17. Printer
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Kompetensi Pelaksana

il

. Pendamping yang sudah mengikuti

pelatihan konseling dasar. (Konseling dan
Konseling lanjutan)

. Pengetahuan : peraturan perundangan yang

berlaku ( UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO, UU
Kesos, Permeneg PP dan PA No 01/2010),
KBG dan KTA tentang Kekerasan Berbasis
Gender dan Anak

. Sikap : empati, tidak menyalahkan korban,

fleksibel, ramah, responsive
Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama

. Memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat

untuk korban berkebutuhan khusus
(disabilitas).

Pengawasan internal

A R

Kadis Sosial

Ketua P2TP2A
Direktur Lambu ina
Kasat Reskrim

10

Mekanisme komplain

Pelapor dapat mengadukan atas ketidakpuasan
layanan melalui : surat

11

Jumlah pelaksana

Lambu ina : 3 orang
Peksos 1 orang
P2TP2A : 6 orang

12

Jaminan pelayanan

Empati

Memberdayakan

Kepentingan terbaik bagi korban
Tidak menyalahkan korban

13

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

b

3.
4.

P G ISt 10 B

Menjaga kerahasiaan korban/ privasi
korban tidak disebar keluar

Ruang pelayanan harus memberikan
kenyamanan/ /representatif

Tidak memberitahukan keberadaan korban
Memberikan perlindungan kepada korban
dan saksi

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban
kekerasan berbasis gender dan anak minimal
dilaksanakan 1 kali setahun oleh Bupati Muna

15

Sanksi Pelaksana

Ada teguran Lisan dari Kadis/ ketua yayasan

16

Tempat pelaksanaan

Sekretariat P2TP2A /Lembaga Layanan
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